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KATA PENGANTAR

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ( SOP-AP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan
sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator — indikator teknis, adminsitratif dan prosedural sesuai
dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP — AP adalah menciptakan komitmen mengenai
apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan Good Governance. SOP —AP tidak saja bersifat internal
tetapi juga eksternal, karena SOP —~AP selain digunakan unutk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan
waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsilitas, dan akuntanbilitas kinerja
instansi pemerintahan. Hasil kajian menunjukan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP- AP, karena itu seharusnyalah
setiap tahun unit kerja pelayanan publik instansi pemerintahan memiliki SOP-AP sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja

instansi pemerintahan dapat dievaluasi dan terukur.

Diharapakan dengan adanya SOP-AP ini bagian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dapat melaksanakan kegiatan
serta proses kerja secara baik dan memuaskan sesuai dengan tujuan pembuatan SOP —~ AP sebenarnya, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Utara dapat menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi Pemerintah untuk

mewujudkan Good Governance.

Tanjung Selor,  Agustus 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
akimagtan Utara,

e~
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JKHI SYAYAHDIN, S.ST.Pi
< PEMBINA TK.I

“NIP. 196807121991031020
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 001/- SOP/DKP-|

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

ND,

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh n dan Perikanan

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nema SOR s.d. lllid

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Rl No.7 TAHUN 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
2. Peraturan Pemerintah RI No.15 Tahun 2012 tentang perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah RI No.7 TAHUN

1977 tentang Peraturan Gaiji PNS

—_

Memahami dasar hukum kepegawaian

2. Kemampuan memverifikasi masa kerja PNS

3. Memahami proses usulan kenaikan gaji berkala

4. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Access

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Peraturan perundang-undangan, Pergub
2. SOP Surat Keluar 2. DUK
3. ATK
._mysmmsa Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan kenaikan gaji berkala golongan l/a s.d. lll/d terlambat, maka PNS yang seharusnya mendapatkan Kenaikan
Gaji Berkala akan tertunda pada tahun berikutnya.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Sub Bagian/Bidang-Bidang dan UPTD, lalu mengarsipkannya.

dan didistribusikan

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Sekretaris | Kasubag Umum Staf Kadis Kelengkapan Waktu Output
Memberikan disposisi kepada Subbag untuk memroses usulan kenaika
1. 3 an disposisiiep Ag I, Selidta Usulan KGB um. Disposisi
gaji berkala. menit
) Melakukan verifikasi, validasi dan proses kenaikan gaji berkala PNS i _ _ Disposisi 15 ldasi
" |Golongan I/a s.d. IIl/d di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan ; Sposisi menit hebaryaies|
Mengoreksi usulan. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Tidak
3 lembar validasi, lalu memerintahkan Kasubag untuk membuat surat Lemb lidasi 5 Disposisi
" |kenaikan gaji berkala. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk SHiodryalidas: menit Rposi
diperbaiki.
Ya
4. [Memerintahkan Staf untuk membuat surat kenaikan gaji berkala. _ “ Disposisi mm " Disposisi
meni
9. [Membuat draft surat kenaikan gaji berkala. ] Disposisi 18 " Draft surat KGB
meni
Mengoreksi draft surat kenaikan gaji berkala. Jika setuju, memberikan paraf Tidak 5 Draft surat KGB
6. persetujuan, dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk diproses lebih ; Draft surat KGB . yang telah beri
lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. Ya menit dipret
Mengoreksi draft surat kenaikan gaji berkala, Jika setuju, memberikan paraf Tidak Draft surat KGB 5 Draft surat KGB
7. persetujuan, dan menyerahkan kepada Kadis untuk diproses lebih lanjut. : yang telah beri _ yang telah beri
Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki. Ya diparaf ment diparaf
Me ksi draft surat kenaikan gaji berkala. Jika setuju, memberika )
ngoreks ra m:. an gaji m. ika setuju, memberikan Tidak Draft surat KGB
8 tanda tangan selaku penerima pendelegasian wewenang untuk KGB |/a Stk i 9 KGB
" |s.d. llid dan menyerahkan kembali kepada Sekretaris untuk diproses lebih <m:w_ ea ¢ ol menit Sl
lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki T = | barg
R a
Memerintahkan Kasubag untuk memroses surat kenaikan gaii berkala yan
g, | emenn sePag i memra HAESRIRH AN Surat KGB 7 Disposisi
telah ditandatangani Kadis menit
Meminta Pengadministrasi Surat untuk memberikan nomor surat kenaikan 5
10. | gaji berkala dan mendistribusikan ke Sub Bagian/Bidang-Bidang dan Disposisi ) Disposisi
menit
UPTD
y
Memberikan nomor surat kenaikan gaji berkala dan mendistribusikan ke L Surat _A o_.w yang
11 Disposisi telah diberi nomor




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 002/- SOP/DKP-|

qm:mnm_vmsvcmss om‘,.._.:__mmomn
Tanggal Revisi s

7

Tanggal Efektif

Disahkan oleh n dan Perikanan

~ IN[196807 \ws.wc
Subbagian/Bidang ~|Kepegawaiap™
; AfANY N ¥ z A
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP W.maa:mnm.: cm=_m= o:ﬁ_.._,mz_.sm: Dan Cuti Sakit
Tidak Lebih Dari 14 Hari

Kualifikasi pelaksana

Peraturan Pemerintah Rl No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
SE Kepala BAKN No.01/SE/1977 tentang Permintaan Pemberian Cuti PNS

-mMmmﬂ Hukum
1.
2.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan cuti tahunan dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari terlambat dibuat, maka PNS yang mengajukan
|permohonan cuti tidak bisa mendapatkan cuti sesuai waktu yang ditentukan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan
Staf xum_%_”m_ Sekretaris | Kadis | Kelengkapan |Waktu|  Output Ket,
1 Memberikan disposisi kepada Subbag untuk memroses usulan Usul i 3 Disposisi
" |cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari sulan cu menit SRes
Melakukan verifikasi usulan cuti dan memerintahkan staf untuk v .
2. [membuat surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit tidak Disposisi it Disposisi
lebih dari 14 hari e
h 4
3 Membuat draft surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit Disposisi 15 T —
" |tidak lebih dari 14 har k ‘s ISPOSISL | enit | ransuratou
Mengoreksi draft surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit 4
tidak lebih dari 14 hari. Jika setuju, memberikan paraf Tidak N 5 | Draftsurat cut
4. |persetujuan dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk diproses /;\ Draft surat cuti . yang telah
lebih lanjut. Jika tidak mengembalikan kepada Staf untuk ment diparaf
diperbaiki. L
Mengoreksi draft surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit !
tidak lebih dari 14 hari. Jika setuju, memberikan paraf .:wa e Draft surat cuti 5 Draft surat cuti
5. [persetujuan dan menyerahkan kepada Kadis untuk diproses ;\ yang telah i yang telah
lebih lanjut. Jika tidak mengembalikan kepada Kasubag untuk Ya dparaf | T diparaf
diperbaiki.
. . 4
Mengoreksi draft surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit Tidak .~ V Draft surat cuti 5 Draft surat cuti yg
6. |tidak lebih dari 14 hari. Jika setuju, memberikan tanda tangan. ™ yang telah it telah
Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. diparaf ER ditandatangani
Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat cuti tahunan, . Draft surat cuti 5
7. [cuti bersalin dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari yang telah yg telah it Surat cuti
ditandatangani Kadis ditandatangani meni
Meminta staf umum untuk memberikan nomor surat cuti tahunan, Dissosisi. Surat 5 Disposisi. Surat
8. [cuti bersalin dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari dan ﬂmuom_mhw ure it 'SP om_mhw v
mendistribusikan ke Sub Bagian/Bidang/UPTD out men i




Nomor SOP 003/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan |06 June 2022
Tanggal Revisi N

pa——

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat

rm»mm_. Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Rl No.99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
2. Peraturan Pemerintah Rl No.12 Tahun 2002 tentang perubahan PP Rl No.99
3. Keputusan Ka. BKN No.11 Tahun 2002 tanaqal 17 Juni 2002

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan kenaikan pangkat terlambat, maka PNS yang seharusnya mendapatkan kenaikan pangkat akan tertunda
fpada tahun berikutnya.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Staf Haslivag Sekretaris Kadis Kelengkapan | Waktu Output
Umum
Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan Usulan kenaikan 5 it
e . . Disposisi
kenaikan pangkat pangkat menit
Melakukan verifikasi dan validasi terkait usulan kenaikan pangkat, ﬁ
i . . N 20 [ Kelengkapan usulan
2. |kemudian memerintahkan Staf membuat pengantar untuk diteruskan ke Disposisi . .
menit | kenaikan pangkat
BKD.
A 4
Ya Kelengkapan usulan| 15 | Draft surat usulan
! lan kenaikan pangk . ,
3. [Membuat draft surat usulan kenaikan pangkat : kenakan pangkat | menit | Kenaikan pangkat
Mengoreksi draft surat usulan kenaikan pangkat. Jika setuju,
; s : Tidak Ya Draft surat usulan 5 Draft surat usulan
4. |Imembubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kersikai banakat it telah dinaraf
Staf untuk diperbaiki. - ‘ - nm grat | menit | yang .mm . 'para
i | ik kat. Jik ju, ] )
Mengoreksi draft surat usu mq _68_. m:.nm:c at. Jika mm@c Tidak Y Draft surat usulan 5 Draft surat usulan
5. |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada s telah diparat it ielah it
Kasubag untuk diperbaiki. yang P el | gl P
Mengoreksi draft surat usulan kenaikan pangkat. Jika setuju :&.F
0 ) Draft surat usulan 5 Surat usulan
6. |membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada sfitalah diparat it | Kenaikan bt
Sekretairis untuk diperbaiki. yangisieidiparar | mert =haikangany
o _ . [ e
Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan kenaikan . Surat usulan 5 Disposisi m.c rat
7. ) . : . usulan kenaikan
pangkat yang telah ditandatangani Kadis kenaikan pangkat | menit
pangkat
Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan hspostsl m.ca; 5 S c.mc_m.s yang
0 kenaikan pangkat dan mengirimkan ke BKD Hstanikendlan menit felatid e ramay
pangkat dan dikirim ke BKD




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

004/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan

06 June 2022

Tanggal Revisi y

Tanggal Efektif s
Disahkan oleh \MM,( \
[/

\BA

Subbagian/Bidang "\ ]

~Kepeganaars

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

97
Nama SOP /\h

RSN
Be \iatan Usulan Pensiun

Tvm.ﬁ: Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

_.x\mnm;m_s:

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. Kertas

3. Printer

2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word

Pencatatan dan pendataan

Peringatan
Apabila pembuatan usulan pensiun terlambat, maka PNS yang seharusnya pensiun akan tertunda.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Staf Hasubag Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output
Umum
1. |Memberikan disposisi kepada Subbag untuk memroses usulan pensiun Usulan pensiun BM:; Disposisi
2 Melakukan verifikasi dan validasi terkait usulan pensiun, kemudian Disposisi 20 | Kelengkapan usulan
* |[memerintahkan Staf membuat pengantar untuk diteruskan ke BKD. poste menit pensiun
v
3. [Membuat draft surat usulan pensiun. Ya xm_m:@xmum: — a. Dratt mca.ﬁ sgEn
Lﬁ pensiun menit pensiun
, . : : Tidak
4 Mengoreksi draft surat usulan pensiun. Jika setuju, memberikan paraf Y Draft surat usulan 5 Draft surat usulan
" |persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. 4 pensiun menit | yang telah diparaf
Mengoreksi draft surat usulan pensiun. Jika setuju, memberikan paraf Tidak
. i : Ya Draft surat usulan 5 Draft surat usulan
S. |persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk . . .
: o yang telah diparaf | menit | yang telah diparaf
diperbaiki.
Tidak
6 Mengoreksi draft surat usulan pensiun. Jika setuju, memberikan tanda Draft surat usulan 5 Surat usulan pensiun
" |tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. yang telah diparaf | menit P
: . ! L
Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan pensiun yang ] . 5 Disposisi, Surat
7. . . Surat usulan pensiun . _
telah ditandatangani Kadis menit usulan pensiun
Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Disposisi, Surat 5 i c.mc_m.s yang
8. : . . .. | telah diberi nomor
pensiun dan mengirimkan ke BKD usulan pensiun menit =
dan dikirim ke BKD




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 005/- SOP/DKP-|

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

-« \ N %
TAN U/

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Gawas

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

¥,

< iiPembuatBR Usulan Kenaikan Gaiji Berkala Gol. IV/a

Nama SOP

[Dasar Aukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Rl No.7 Tr._'N 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
2. Peraturan Pemerintah RI No.15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Pemerintah Rl No. 7 Tahun

1977 Tentana Peraturan Gaii PNS

1. Kemampuan memverifikasi masa kerja PNS
2. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer
4. Kalkulator

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan kenaikan gaji berkala golongan IV/a ke atas terlambat, maka PNS yang seharusnya mendapatkan Kenaikan
Gaji Berkala akan tertunda pada tahun berikutnya.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan K Ket.
Staf Mmccmm Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output
mum
1 Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan Usul . 5 Disposisi
" |kenaikan gaji berkala golongan IV/a ke atas A8, pensin menit RESIS
Melakukan verifikasi dan validasi terkait usulan kenaikan gaji berkala « 20 | Kelenak |
2. |golongan |V/a ke atas, kemudian memerintahkan Staf membuat Disposisi . eleng Mmm_wz usuian
pengantar untuk diteruskan ke BKD. et
v
; - ] Kelengkapan usulan| 15 Draft surat usulan
3. |Membuat draft surat usulan kenaikan gaji berkala golongan I\V/a ke atas.
93y aaeng - Ya KGB menit KGB
Mengoreksi draft surat usulan kenaikan gaji berkala golongan 1V/a ke Tidak
4. |atas. Jika setuju, membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, Ya e mmMWcmc_mz ; , o&nmﬂﬂ “m c_m_“
mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. ‘ ‘ ‘ ment | Jang fela ‘ para
Mengoreksi draft surat usulan kenaikan gaji berkala golongan 1V/a ke Tidak Draft surat sl 5 Draft |
5. |atas. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan. Jika tidak, Y ra ﬁmr_:ﬂ “.mc m_“ . L. Hm,“ﬁﬂ“.mc m“
mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. B YeNg i elparat | menit [ yang telah digard
Mengoreksi draft surat usulan kenaikan gaji berkala golongan IV/a ke Tidak Draft surat usl
6. |atas. Jika setuju, memberikan tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan ra Wﬂﬁﬂ “.mc mﬂ ? .| Suratusulan KGB
kepada Kabag untuk diperbaiki. Yailg (Sehivparat | penl
Memerintahkan Kasubbag untuk memproses surat usulan kenaikan gaji 5 Disposisi, Surat
T ) . Surat usulan KGB .
berkala golongan IV/a ke atas yang telah ditandatangani Karo menit usulan KGB
8 Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Disposisi, Surat 5 m,_:w%wc_ms yang
" [kenaikan gaji berkala golongan IV/a ke atas dan mengirimkan ke BKD usulan KGB menit e , _ .m: e
dan dikirim ke BKD
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 006/- SOP/DKP-|

Tanggal Pembuatan 06 June 2022
R

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang gom»im.*w\:.u,
AT IMARS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Pt Ueutai Cutl Bosar

{Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Rl No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
2. SE Kepala BAKN No.01/SE/1977 tentanq Permintaan Pemberian Cuti PNS
3. Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. Kertas
2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan cuti besar terlambat dibuat, maka PNS yang mengajukan permohonan cuti besar tidak bisa mendapatkan
cuti sesuai waktu yang ditentukan.

1

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Sekretaris xmﬂccuhm Staf Kadis Kelengkapan | Waktu Output
Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan cuti : 5 o
1. Usulan cuti besar . Disposisi
besar. menit
9 Melakukan verifikasi dan validasi terkait usulan cuti besar, kemudian 5 — 20 | Kelengkapan usulan
" [memerintahkan Staf membuat pengantar untuk diteruskan ke BKD. P menit cuti besar
\ 4
3. [Membuat draft surat usulan cuti besar. Ya xm_m:o_ﬁum: usuian a. Hial m_.:& usulan
T cuti besar menit cuti besar
Mengoreksi draft surat usulan cuti besar. Jika setuju, membubuhkan Tidak
, e g ; Draft surat usulan 5 Draft surat usulan
4. |paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk Ya : _ .
. L cuti besar menit | yang telah diparaf
diperbaiki. ‘ - ‘ ,
i lan cuti besar. Jika setuju, membubuhkan i
Mengoreksi Q.Sm wc@ c.mc an cuti besar : ika setuju, membubuhka TidaK e 5 Braftsitat usuian
5. |paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk ang telah divaraf i S —
diperbaiki. Ya | Y9 paral | menit | yang P
_ | ti besar. Jik ju, membubuhkan : y
Viengoreksf deaft suratLelE Iy G Tidak Draft suratusulan | 5 Surat usulan cuti
6. |tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk ) .
. i yang telah diparaf | menit besar
diperbaiki.
7 Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan cuti besar yang Surat usulan cuti 5 Disposisi, Surat
" |telah ditandatangani Kadis besar menit | usulan cuti besar
Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Disposisi, Surat 5 FoL c.mc_m: yang
8. - . . | telah diberi nomor
cuti besar dan mengirimkan ke BKD. usulan cuti besar | menit o
dan dikirim ke BKD




Nomor SOP 007/- SOP/DKP-I
e Tanggal Pembuatan 06 June-2022
ol Tanggal Revisi TAN Dgpr
: Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang
SALTMANS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Sulan Karis/Karsu
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Kertas
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer
4. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila pembuatan usulan Karis/Karsu terlambat, maka PNS yang mengusulkan belum bisa mendapatkan Karis/Karsu. - Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kas Ket.
Staf mazcahm Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output
Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan . 5 o
1. orie o Usulan Karis/Karsu - Disposisi
5 Melakukan verifikasi dan validasi terkait usulan Karis/Karsu, kemudian Disposisi 20 |Kelengkapan usulan
* [memerintahkan Staf membuat pengantar untuk diteruskan ke BKD. posisi menit Karis/Karsu
A\ 4
3. |Membuat draft surat usulan Karis/Karsu. _Am_m:@x.m pan usulan a. Dratt m.c rat usulan
7'y Ya Karis/Karsu menit Karis/Karsu
Mengoreksi draft surat usulan Karis/Karsu. Jika setuju, membubuhkan Tidak

4. |paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk Dt m.c Tatuslian v . Draftsacdt c.mc_m:
dinerbalkl, Ya Karis/Karsu menit | yang telah diparaf
Mengoreksi draft surat usulan Karis/Karsu. Jika setuju, membubuhkan Tidiak Draft surat usul 5 S T——

5. |paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk raftsura c.mc 2 ! rattsura :.m vian
diperbaiki V4 yang telah diparaf | menit | yang telah diparaf
Mengoreksi draft surat usulan Karis/Karsu. Jika setuju, membubuhkan . T —" 5 S |

6. |tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk Tidg rattsura c.mc 2 . c@ ueuan
digabaiki yang telah diparaf | menit Karis/Karsu
M intahkan Kasubb k lan Karis/K : isposisi

7 emerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan Karis/Karsu ) Surat usulan 5 Disposisi, Surat
yang telah ditandatangani Kadis Karis/Karsu menit | usulan Karis/Karsu

8 Meminta Pengadminstrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Disposisi, Surat 5 ﬁmﬁmﬁﬂﬂﬁﬂwm_wﬂdwﬂ%

" [Karis/Karsu dan mengirimkan ke BKD. usulan Karis/Karsu | menit . :

dan dikirim ke BKD




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 008/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan 106 June 2022
Tanggal Revisi CAN D

Tanggal Efektif : A6 Je-2022

. P 3
Disahkan oleh __YM,

Wm_. n dan Perikanan

el
Subbagian/Bidang : om%ﬂmn/a 7
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP LAlihbiatan Usulan Taspen

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Kertas
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan Aplikasi Microsoft Word
3. Printer
4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan Taspen terlambat, maka PNS yang mengusulkan belum bisa mendapatkan dokumen Taspen.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku

u d
[ Prosedup Staf xmﬂccchm Sekretaris |  Kadis Kelengkapan Waktu Output et

Dokumen: Surat
Pengantar, Karpeg, SK o— Disposisi Surat +

CPNS, SK PNS, SK Lampiran Dokumen

Pangkat terakhir, dll

Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan Taspen.

Melakukan verifikasi dan validasi, kemudian memerintahkan Staf membuat surat Disposisi Surat + Disposisi Surat +

pengantar untuk diteruskan ke BKD. Lampiran Dokumen AWt Lampiran Dokumen
Membuat surat pengantar usulan Taspen kemudian mengajukannya kepada Disposisi Surat + Draft St _um:@ma&
. . Ke BKD + Lampiran
Kasubbag untuk mendapatkan persetujuan. Ya Lampiran Dokumen
S . S ) Dokumen
4
Mengoreksi surat pengantar usulan Taspen. Jika setuju, membubuhkan paraf P Qe Sliral _umémamﬁ Ke ) PerarDratl St
. L . ; s BKD +Lampiran 5menit | Pengantar Ke BKD +
persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. Ya X
R N S b 1 | Dokumen Lampiran Dokumen |
_ ; . Tidgk Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
Mengoreksi surat pengantar usulan Taspen. Jika setuju, membubuhkan paraf Pengantar Ke BKD + 5 i P tar Ke BKD +
persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. //,\ Ya g .: ree meni m:@m.z arfe
e ) o o - L i Lampiran Dokumen ‘ Lampiran Dokumen
Mengoreksi surat pengantar usulan Taspen. Jika setuju, membubuhkan tanda tangan Tidak \: Paraf Draft Surat Surat Pengantar Ke
dan menyerahkan kembali kepada Kabag untuk diproses lebih lanjut. Jika tidak, Pengantar Ke BKD + 5 menit BKD +Lampiran
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. B | | LampiranDokumen | Dokumen
Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan Taspen yang telah Surat Pengantar Ke BKD ) S wozmma.m rKe
. S . 5 menit BKD + Lampiran
ditandatangani Kadis +Lampiran Dokumen
i s rei= R b ml= mhs el : PRSI SRS SO T R Dokumen
Y Penomoran Surat

Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Taspen dan mU Surat Pengantar Ke BKD

mengirimkan ke BKD. +Lampiran Dokumen 5menit | Pengantar Ke BKD +

Lampiran Dokumen




AN AL

CEa

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 009/- SOP/DKP-I
Tanggal Pembuatan _106dune:2022
Tanggal Revisi AN DA N

Tanggal Efektif 7
Disahkan oleh s

T

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

UL IMAR S~

Nama SOP Pembuatan Usulan Pengangkatan CPNS ke PNS

fm\mqu Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-

Pokok Kepeaawaian

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

_._Ams_.r%mz Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

__.mm::mmnm:

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan pengangkatan CPNS ke PNS terlambat, maka akan mengakibatkan CPNS tidak bisa diangkat menjadi PNS.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
2 Halen Srovdu Staf Kasubag | Sekretaris | Kadis Kelengkapan Waktu Output et
Dokumen: Surat
Pengantar, SK CPNS,
SPMT, Surat Tanda
1 Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan pengangkatan Lulus Diklat Prajabatan 5 menit Disposisi Surat +
CPNS ke PNS. (LPJ), DP3, 5. Surat Hasil Lampiran Dokumen
Pengujian Kesehatan, 6.
Surat Keterangan Bebas
dari Narkoba
9 Melakukan verifikasi dan validasi, kemudian memerintahkan Staf membuat surat Disposisi Surat + 20 menit Disposisi Surat +
pengantar untuk diteruskan ke BKD. Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen
Membuat surat pengantar usulan pengangkatan CPNS ke PNS kemudian Disposisi Surat + D A nm:@mamﬁ
3 i \ , Ke BKD + Lampiran
mengajukannya kepada Kasubbag untuk mendapatkan persetujuan. Lampiran Dokumen Dok
zo:@oaxm_mcagm:@mamﬁcmc_m: pengangkatan CPNS ke PNS. Jika setuju, . D Dmmm...m.m.ﬁmm._.u.m&mamﬂ Ke Paraf Draft Surat
4 |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk BKD + Lampiran 5menit | Pengantar Ke BKD +
ki e T S o ORI e} L3MPiraN Dokumen |
Mengoreksi surat pengantar usulan pengangkatan CPNS ke PNS. Jika setuju, Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
5 |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk Pengantar Ke BKD + 5menit | Pengantar Ke BKD +
diperbaiki Ya.|....kampiran Dokumen Lampiran Dokumen
Mengoreksi surat pengantar usulan pengangkatan CPNS ke PNS. Jika setuju, Paraf Draft Surat Surat Pengantar Ke
6 |memberikan tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk Pengantar Ke BKD + 5 menit BKD + Lampiran
s UPODAKE st ————— : Lampiran Dokumen Dokumen
Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan pengangkatan CPNS ke Surat Pengantar Ke BKD . SHrel wmsoma.mﬂ e
7 4 S : 5 menit BKD + Lampiran
PNS yang telah ditandatangani Kadis + Lampiran Dokumen
sevresensnedieniarerrarartinentrereraee veer reressenanes svssvasesvenasannrsrsaresnnfersieriinneranee e arersearanee sofreranen LT LT EP P TR T PP EPNPY RN OO—ACBmS
8 Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan ﬁl'..:U Surat Pengantar Ke BKD S it wwﬁmawﬂ“ﬂ%ﬁm:mmmﬂmﬁ
pengangkatan CPNS ke PNS dan mengirimkan ke BKD. + Lampiran Dokumen _
Lampiran Dokumen




IR Ut

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 010/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan |06.June 2022

Tanggal Revisi KTAN D/

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang . n

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

AL T AN~ i :
Pembuatari Usulan Peninjauan Masa Kerja

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-

Pokok Kepeaawaian

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan peninjauan masa kerja terlambat, maka masa kerja PNS yang mengusulkan tidak bisa disesuaikan dengan
kondisi yang sebenarnya.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

10




Pelaksana Mutu Baku

No. Lslan Froasslds Staf xm””_“”m Sekretaris | Kadis Kelengkapan Waktu Output Ket
Dokumen: Surat
Pengantar, Karpeg, SK
1 Memberikan disposisi kepada Subbag untuk memroses usulan Peninjauan Masa Honor, SK CPNS, SK —— Disposisi Surat +
Kerja (PMK). PNS, SK Terakhir, DP3, | Lampiran Dokumen
SPMT, ljazah Terakhir
. m_s\mv\m” I_acn_ a__
Menerima usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) dan melakukan verifikasi dan L e
S ; ) . Disposisi Surat + ) Disposisi Surat +
2 |validasi, kemudian memerintahkan Staf membuat pengantar untuk diteruskan ke g 20 menit .
BKD Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen
. _ e g o i e
Membuat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) kemudian mengajukannya kepada Disposisi Surat +
3 ; e _ Ke BKD + Lampiran
Kasubbag untuk mendapatkan persetujuan. 7\ Ya Lampiran Dokumen
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada surat usulan Peninjauan Tidak Dratt Surai _umzmma& & ) Paraf Draft Sural
4 BKD + Lampiran 5 menit Pengantar Ke BKD +
Masa Kerja (PMK). Jika tidak, Bmzomacm__xm: kepada Staf untuk Q_nmﬂcw_x_
et e st orrrrisssifesssnee SORUTE L esene] o @MpIraN Dokumen ] |
5 zm:@oaxmm_ Jika setuju, Bmavm:xmz paraf persetujuan pada surat usulan nmzimcm: Paraf Draft Suraf paraf Dyaft Surat

Ya Pengantar Ke BKD + 5 menit Pengantar Ke BKD +
Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen,

Masa Kerja (PMK). Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki.

Mengoreksi surat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK). Jika setuju, memberikan \: Paraf Draft Surat Surat Pengantar Ke
6 |tanda tangan dan menyerahkan kembali kepada Kabag untuk diproses lebih lanjut. Pengantar Ke BKD + 5 menit BKD + Lampiran
Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. _INBn:m: oo_é:,_m: Dokumen

Memerintahkan Kasubbag untuk memproses surat usulan Peninjauan Masa Kerja I

""Surat Pengantar Ke

Surat nm:@mamﬂ Ke BKD .
7 5 menit BKD + Lampiran
%25 <m:@ telah %mzam”msmm:_ xms + Lampiran Dokumen
R ” }. e R T L SR S ] S _ubo_eamm
8 Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Peninjauan Surat Pengantar Ke BKD SAOOkAn SUrat

Masa Kerja (PMK) dan mengirimkan ke BKD. + Lampiran Dokumen B meni wm:@m.:.& Nl
Lampiran Dokumen




Nk
CANTAN Ur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 011/- SOP/DKP-|

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

2 Lxmnmmmim_m

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP P suatan Usulan Satya Lencana Karya Satya

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Rl No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Kepegawaian
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Kertas
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan Satya Lencana Karya Satya terlambat, maka penghargaan Satya Lencana Karya Satya tidak dapat diberikan
kepada PNS yang seharusnya menerima.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

1




Pelaksana Mutu Baku
5 Urai d
X0 [atan fosedur Staf Kagyag Sekretaris Kelengkapan Waktu Output et
Umum
LURUTTTIETT, " SUTAr
1 Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan Satya Lencana Pengantar, Karpeg, SK & it Disposisi Surat +
Karya Satya. CPNS, SK PNS, SK en Lampiran Dokumen
S R - £ | m— S OS . SR S e || S (S .
’ Melakukan verifikasi dan validasi, kemudian memerintahkan Staf membuat surat Disposisi Surat + 20 menit Disposisi Surat +
pengantar untuk diteruskan ke BKD. Lampiran Dokumen i Lampiran Dokumen
) R = [ - ) No—
Membuat surat pengantar usulan Satya Lencana Karya Satya kemudian ml..._ Disposisi Surat + D SN nm:@mamﬂ
: mengajukannya kepada Kasubbag untuk mendapatkan persetujuan el Lampiran Dokumen e BRI Larnpiran
Pl ‘ _ | Y& pren Zextmen _ Dokumen ‘
Mengoreksi surat pengantar usulan Satya Lencana Karya Satya. Jika setuju, Tidak \:/ Draft Surat Pengantar Ke Paraf Draft Surat
4 |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk “~ BKD + Lampiran Smenit | Pengantar Ke BKD +
....... |diperbaiki. ‘ 1 ____ Dokumen Lampiran Dokumen g
Mengoreksi surat pengantar usulan Satya Lencana Karya Satya. Jika setuju, Tidz Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
5 |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk N Pengantar Ke BKD + 5menit | Pengantar Ke BKD +
_|diperbaiki. - B - . o Lampiran Dokumen | Lampiran Dokumen
Mengoreksi surat pengantar usulan Satya Lencana Karya Satya. Jika setuju, Paraf Draft Surat Surat Pengantar Ke
6 |membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk Pengantar Ke BKD + 5 menit BKD + Lampiran
|diperbaiki. B B - Lampiran Dokumen Dokumen |
Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan Satya Lencana Karya Satya Surat Pengantar Ke BKD . Ut mmsom:@ e
7 : D . 5 menit BKD + Lampiran
yang telah ditandatangani Kadis + Lampiran Dokumen
I R o |  Dokumen |
A\ 4
8 Meminta Pengadministrasi mcﬁ. EE_A memberikan nomor surat usulan Satya A V Surat nchmamﬁ Ke BKD 5 menit wwzﬂz%ﬂmwﬁmwmmﬂmﬁ
Lencana Karya Satya dan mengirimkan ke BKD. + Lampiran Dokumen ,
Lampiran Dokumen




LA

)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 012/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan _|06 June 2022

Tanggal Revisi 7

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

115ds0
Subbagian/Bidang [Wepegawaian’,
K7 rrearsai™ S
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nar uop _r}f,n%ws Usulan Mutasi dari Instansi ke SKPD lain

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003

2
3. Keputusan Ka.BKN No.13 Tahun 2003
4. Kep. Bersama Menpan dan Mendagri No. 17 tahun 2003

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

12




Pelaksana Mutu Baku
Ho Uralari Proggcult Staf Kastiveg Sekretaris | Kadis Kelengkapan Waktu Output Ket
Umum
Dokumen: Surat
Pengantar, Surat
Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan Mutasi Dari Peimdiona _.sﬁmm_ ém : Disposisi Surat +
1 i Surat Persetujuan Mutasi| 5 menit )
Instansi/dari pemohon . : Lampiran Dokumen
dari Instansi Asal, SK
Pangkat terakhir, DP3 2
th terakhir, Karpeg dil
¥ Disposisi Surat +
[~ _ Dissiosisi Lampiran Dokumen +
i s isposisi Surat + J B
2 |Melakukan verifikasi dan validasi. : 20 menit Surat Persetujuan
Lampiran Dokumen ; . :
Menerima dari Instansi
+ o e Baru
isposisi Suraf +
— i
Membuat surat pengantar usulan Mutasi Dari Instansi ke BKD kemudian _HL Ya LepiEn oo.c:.:m: " Dl vw:@mzaﬁ
. mengajukannya kepada Kasubbag untuk mendapatkan persetujuan - steet Pefsetien e RS +Lampirdn
93 yakep 9 ; P R Tidak Menerima dari Instansi Dokumen
Bari
4
P
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada surat usulan Mutasi N Ya Dreit S0t vmsmmamﬁ i . S Dol
4 : . I ; g ) b BKD +Lampiran 5menit | Pengantar Ke BKD +
Dari Instansi ke BKD. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. Ti &.L X
Dokumen Lampiran Dokumen
5 Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada surat usulan Mutasi \4/ nmﬂmwhﬁwﬁﬂﬁm%ﬁ . 8 ot noﬂmﬂmﬁﬁo—ﬂw mmc_mmoﬂ .
Dari Instansi ke BKD. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. ~ ra 9 F mm.: i
Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen
Mengoreksi surat usulan Mutasi Dari Instansi ke BKD. Jika setuju, memberikan qamx\~ Paraf Draft Surat Surat Pengantar Ke
6 |tanda tangan dan menyerahkan kembali kepada Sekretaris untuk diproses lebih Pengantar Ke BKD + 5 menit BKD +Lampiran
lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. Lampiran Dokumen Dokumen
Memerintahkan Kasubbag untuk memproses surat usulan Mutasi Dari Instansi ke Surat Pengantar Ke BKD ’ Surst _um:mm:»mﬂ 59
7 ) o . 5 menit BKD +Lampiran
BKD yang telah ditandatangani Kadis +Lampiran Dokumen
Dokumen
A 4
Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Mutasi Dari A v Surat Pengantar Ke BKD . SeRouEn S
8 ; o ; 5menit | Pengantar Ke BKD +
Instansi dan mengirimkan ke BKD. + Lampiran Dokumen ;
Lampiran Dokumen




No Uraian Prosedur Felaksana by Baki Keterang
g Sekretaris | Kasubag Staf Kadis Kelengkapan Waktu Output an
Dokumen: Surat
1 Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan Mutasi Dari Pengantar, Surat 5 menit Disposisi Surat +
Instansi ke Biro di lingkungan Setda Provinsi. Permohonan Mutasi Ybs, Lampiran Dokumen
o Surat Persetujuan Mutasi
Disposisi Surat +
2 |Melakukan verifikasi dan validasi. } o_mn.om_m_ Surat + 20 menit Lmptan _uoxc_.zm: i
Lampiran Dokumen Surat Persetujuan
Membuaf Nota Dinas ke Biro yang dituju untuk mutasi, dan meminta jawaban tertulis
kesediaan Biro tujuan untuk menerima Ybs dalam rangka mengisi kebutuhan b ¢
3 pelaksanaan tuges di Biro tersebut. Jika Biro tujuan mutasi menerima, Av
memerintahkan Staf membuat surat pengantar yang diteruskan ke BKD untuk
menindaklanjuti proses mutasi. Jika Biro tujuan mutasi tidak menerima,
menaembalikan usulan mutasi ke BKD
Membuat surat pengantar usulan Mutasi Dari Instansi ke Biro dilingkungan Setda ﬁl: Disposisi Surat + Draft Surat Pengantar
4 |Provinsi kemudian mengajukannya kepada Kasubbag untuk mendapatkan ru Lampiran Dokumen + Ke BKD +Lampiran
ersetujuan. 1 Surat Persetujuan Dokumen
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada surat usulan Mutasi \:/ Draft Surat Pengantar Ke Paraf Draft Surat
5 |Dari Instansi ke Biro dilingkungan Setda Provinsi. Jika tidak, mengembalikan kepada N BKD +Lampiran Smenit | Pengantar Ke BKD +
Staf untuk diperbaiki. Dokumen Lampiran Dokumen
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada surat usulan Mutasi :/ Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
6  |Dari Instansi ke Biro dilingkungan Setda Provinsi. Jika tidak, mengembalikan kepada Pengantar Ke BKD + 5menit | Pengantar Ke BKD +
Kasubbag untuk diperbaiki. Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen
Mengoreksi surat usulan Mutasi Dari Instansi ke Biro dilingkungan Setda Provinsi. Paraf Draft Surat Surat Pengantar Ke
7 |Jika setuju, memberikan tanda tangan dan menyerahkan kembali kepada Kabag Pengantar Ke BKD + 5 menit BKD +Lampiran
untuk diproses lebih lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Kabag untuk Lampiran Dokumen Dokumen
Memerintahkan Kasubbag untuk memproses surat usulan Mutasi Dari Instansi ke Surat Pengantar Ke BKD . ) v%@m:ﬁmﬁ i
8 |, o . ; . 5 menit BKD +Lampiran
Biro dilingkungan Setda Provinsi yang telah ditandatangani Karo. +Lampiran Dokumen .
9 Meminta TU Biro untuk memberikan nomor surat usulan Mutasi Dari Instansi ke Biro mH,U Surat Pengantar Ke BKD 5 menit UM%@:M_MMMWMMW

dilingkungan Setda Provinsi dan mengirimkan ke BKD.

+Lampiran Dokumen

Lampiran Dokumen
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PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 013/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan 06-J1ifi6,2
Tanggal Revisi BT, v
Tanggal Efektif B RN

Disahkan oleh v/ ,mmmm_m Diné

Subbagian/Bidang , |Kepegawaian

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

'

D

“LL g

Nama SOP Penyusunan Konsep Uraian Tugas Struktural

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri Nomor 35 Tahun 2012
2. Permenpan Nomor 33 Tahun 2011
3. Permendagri Nomor 4 Tahun 2005

1. Menguasai kaidah penyusunan uraian tugas
2. Menguasai teknik manejemen dalam penyusunan uraian tugas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Peraturan perundang-undangan
2. DUK
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila uraian tugas tersebut tidak tepat, maka kinerja unit kerja tidak optimal

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Sekretaris Staf Kasubag Kadis Kelengkapan | Waktu Output
. Agenda 9 Jadual kegiatan
1. |Menyusun rencana kerja . : penyusunan
kegiatan hari .
uraian tugas
Jadual kegiatan -
2. |Mengumpulkan data dan bahan penyusunan i Data/ bahan
uraian tugas r
2 Instrumen dan
3. |Membuat instrumen dan mengidentifikasi data Data/ bahan ait hasil analisis
data
Instrumen dan ;
4. |Menyusun draft Uraian Tugas hasil analisis wo. Diaftirain
hari tugas
data
¥ v Graft utsiiai 30 Catatan atas
5. |Pembahasan/asistensi penyusunan draft Uraian Tugas F _ _ — tuqas hari draft uraian
g tugas
Catatan atas 7 Draft uraian
6. |Memperbaiki draft Uraian Tugas sesuai hasil pembahasan _ ..J_ draft uraian hari tugas yang telah
tugas diperbaiki
h e i 3 | Draft final uraian
7. |Pembahasan draft final Uraian Tugas _ _ tugas yang telah ) 2 .
: = hari tugas
| diperbaiki
Draft final uraian| 1 Qe
8. [Menyampaikan draft final uraian tugas ke Sekretaris untuk paraf koreksi tuqas am tugas yang telah
g ! diparaf
Draft final uraian ' Draft final uraian
9. [Menyampaikan draft final uraian tugas ke Kadis untuk dtandatangani _ | tugas yang telah am tugas yang telah
diparaf ! diparaf
Draft final uraian PiERtdie N
Memberikan paraf koreksi draft final uraian tugas untuk disampaikan ke 1 tugas yang telah
10. . I . ) . tugas yang telah| . , .
Kepala Biro Organisasi sebagai bahan asistensi e jam | disampaikan ke
. Biro Organisasi




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 014/- SOP/DKP-|

Tanggal Pembuatan 06.June Nomm

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

\ 4/ 74 ol
Nama SOP Mm@ ; 7=m= Rencana Kegiatan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

1. Memahami perencanaan program dan kegiatan
2. Kemampuan merencanakan kegiatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengolahan Data 1. Peraturan Perundang-undangan
2. Renstra
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Rencana Kegiatan harus dibuat, jika tidak pelaksanaan kegiatan menjadi tidak jelas dan berpotensi tidak dapat diselenggarakan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Kasubag Staf Sekretaris Kadis Kelengkapan | Waktu Output
1. [Memerintahkan Staf untuk mengumpulkan data - Bmm:_ﬁ Disposisi
2. |Mengumpulkan data Disposisi _.maa Data/ bahan
. v SOP
Menyusun rencana kegiatan berdasarkan data yang ada dan 1 Draft rencana
3. ) . Data/ bahan . ) Pengolah
mengajukannya kepada Kabag untuk mendapatkan persetujuan hari kegiatan an Data
A
i iatan. Jika setuju, buhkan f
zm:@oﬁxm_ a.somam kegiatan. Ji m.mm uju, membubu para Biaft faficans 15 Catatan atas draft
4. |persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk - . . )
) L Tidak kegiatan menit | rencana kegiatan
diperbaiki. Ya
5 Memberikan paraf persetujuan, kemudian mengajukan rencana Catatan atas draft 1 Draft rencana
" |kegiatan kepada Karo y rencana kegiatan | menit {kegiatan yang diparaf
Mengoreksi rencana kegiatan. Jika setuju, membubuhkan tanda Draft rencana
; D . " 15 Dokumen rencana
6. [tangan persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kabag : kegiatan yang . .
X P Tidak . menit kegiatan
untuk diperbaiki. diparaf
. _ ﬁlll Ya Dokumen rencana
Memerintahkan Kasubag untuk mendokumentasikan rencana Dokumen rencana 5 .
7. ) ) . kegiatan yang
kegiatan kegiatan menit : :
disampaikan
Memerintahkan Staf untuk mengarsipkan dokumen rencana X Dokumen rencana 5 Uo_e_,.:m: iPPiha
8. . . . kegiatan yang
kegiatan kegiatan menit : X
disampaikan
Dokumen rencana
: ’ Dokumen rencana ) .
9. |Mengarsipkan rencana kegiatan . 1 menit kegiatan yang
kegiatan o
diarsipkan




Nomor SOP 015/- SOP/DKP-|
Tanggal Pembuatan 06.June 2022
Tanggal Revisi N
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

ﬁz. NI ).
—_—

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Subbagian/Bidang | Umum. o
m vdum/«l.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP t‘mri, enggaraan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
ammmq Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas 1. Memahami prosedur perencanaan kegiatan
Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2. Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengolahan Data 1. Rencana pelaksanaan kegiatan

2. Instrumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
3. Komputer
4. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila monitoring pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan, maka tidak akan diketahui sejauh mana perkembangan suatu kegiatan. |- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Kadis Sekretaris | Kasubbag Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan Kabag untuk melaksanakan monitoring . o
1. ; - 5 menit Disposisi
pelaksanaan/penerapan kegiatan
2. [Memerintahkan Kasubbag untuk menyusun instrumen monitoring _ _F Disposisi Buwﬂm { Disposisi
3. |Menyusun konsep instrumen monitoring I Disposisi 1jam e S&EB%
L monitoring
Mengoreksi konsep instrumen monitoring. Jika setuju, membubuhkan :
; S Konsep instrumen .| Catatan atas konsep
4. |paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk ol 5 menit :
) g monitoring instrumen
diperbaiki. ] ]
Memeriksa konsep instrumen monitoring. Jika setuju, membubuhkan Konsep instrumen
e Catatan atas konsep ; L
5. |tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kabag untuk ) 5 menit| monitoring yang
: . instrumen - 5
diperbaiki. sudah diperbaiki
Ya K inst
Memerintahkan Kasubag untuk menyiapkan dan melaksanakan o:mwn __3 S ) o
6. itorin monitoring yang |5 menit Disposisi
monitoring sudah diperbaiki
7. |Menyiapkan dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Disposisi 1 hari _um_mx.mmqmm:
Monitoring
8. [Mengevaluasi hasil monitoring dan menyusun laporan hasil monitoring I Vm_mx.mms_mm: 1 jam _.mnoﬂ: jmm__
Monitoring monitoring
) Laporan hasil
A ! L I o
9. |Melaporkan hasil monitoring kepada Kepala Biro muo:”w: _.Jmm_ Am. monitoring yang
monitoring menit ) ;
disampaikan
: - . . Laporan hasil .
10 Mempelajari laporan hasil monitoring dan memberikan arahan mengenai Boﬂﬂowﬂ_@ WMJ@ 15 | Arahan terkait hasil
tindak lanjut yang seharusnya dilakukan diterima menit monitoring
Laporan dan
1 Menindaklanjuti arahan Kabag dan Karo untuk dijadikan bahan Arahan terkait hasil [ 15 rekomendasi
"|perbaikan pelaksanaan/penerapan kegiatan monitoring menit pelaksanaan
kegiatan
Leporsn i Laporan hasil
12 Mendokumentasikan laporan hasil monitoring dan arahan perbaikan dari rekomendasi - Bo:ﬂo:.: M:
"[Kabag dan Kepala Biro pelaksanaan gyang

kegiatan

didokumentasikan




PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 016/-SOP/DKP-|

Tanggal Pembuatan

06 June 2022
Tanggal Revisi LA DA

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Provinsi Kalimantan Utara

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah

1. Memilii kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
2. Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi
3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Peraturan perundang-undangan
2. Materilbahan fasilitasi
3. Komputer

4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila fasilitasi kegiatan tidak dilaksanakan
maksimal.

i

maka program kegiatan yang telah disusun perencanaannya tidak akan berjalan dengan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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fasilitasi

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Karo Kabag Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output

1. |Memerintahkan Kabag untuk melakukan fasilitasi wcaﬂmﬂ%ﬁmﬁmm: 5 menit Disposisi
Memerintahkan Kasubag untuk menindaklanjuti surat permintaan L 10

2 Disposisi Disposisi

menit

3. [Menyiapkan bahan fasilitasi Disposisi 1 hari mmwmw_w_%mmhm:
Memeriksa/mengoreksi bahan fasilitasi. Jika setuju, membubuhkan paraf Ya \ﬁ Bah

4. lpersetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk Tidak. mﬁ mq._cmsm: SA Catatan .m.am c ahan
dperal. | o B | ida asilitasi menit fasilitasi
Memeriksa/mengoreksi bahan fasilitasi dan memberikan tanda tangan Bahan-b

5. |persetujuan. Jika setuju, membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, Tk mﬁ mq,. me: 8. Getaan .m.ﬂmm c i
mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. aa el st fesiitcs

Ya m

8. |Memerintahkan Kasubag untuk menyiapkan pelaksanaan fasilitasi wmmmmﬂ_._mmmqm: 3%: Disposisi

7. |Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi Disposisi 2jam | Kegiatan fasilitasi mﬂm_m“m,

8. |Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil fasilitasi Kegiatan fasilitasi | 1 hari rmwow_w_” :wm__

asilitas
9 Mempelajari laporan hasil fasilitasi dan memberikan arahan mengenai ) mr Laporan hasil 30 Avairl 618._;
" |tindak lanjut yang seharusnya dilakukan menit Hporeh s




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Karo Kabag Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
- AT . . . Arahan terkait
Mempelajari laporan hasil fasilitasi dan memberikan arahan mengenai ) Laporan hasil 30 :
10.{,. ; _ e ) |aporan hasil
tindak lanjut yang seharusnya dilakukan fasilitasi menit L
fasilitasi
11 Menindaklanjuti arahan Kabag dan Karo untuk dijadikan bahan perbaikan Arahan terkait 30 rﬂﬂﬂ“ﬂmwm
"|pelaksanaan fasilitasi laporan hasil fasilitasi| menit 6 P
kegiatan fasilitasi
Mendokumentasikan laporan hasil fasilitasi dan arahan perbaikan dari e am:. _ Laporan yang i
12. : rekomendasi 1 menit| . Pendokum
Kabag dan Kepala Biro . - didokumentasikan .
kegiatan fasilitasi entasian




g
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 017/-SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan 06 June 2022
Tanggal Revisi gy

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SSALIMANTRE .
Nama SOP Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

amﬂ: Hukum

Kualifikasi pelaksana

Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas

1. Memahami prosedur perencanaan kegiatan
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Rencana pelaksanaan kegiatan
2. Data/bahan hasil monitoring

3. Komputer

4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila evaluasi pelaksanaan kegiatan terlambat atau tidak dilaksanakan, maka tidak akan diketahui permasalahan yang dihadapi, dan
tidak dapat dihasilkan rencanan tindak lanjut untuk kegiatan ke depan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Kasubag | Sekretaris Dinas Staf Caraka Kelengkapan | Waktu Output
Mempelajari bahan evaluasi dari hasil kegiatan monitoring yang ) -~ 30 Bahan evaluss
1 : Hasil monitoring . yang telah
sudah dilakukan menit N
dipelajari
Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Baten sl , Rumusan
2. . yang telah 1 jam
kegiatan L S permasalahan
dipelajari
. : Daftar
Menyusun langkah-langkah perbaikan/penyelesaian masalah Rumusan . !
A ang dihadapi ermasalahan Liperl . peelisclan
yang P P masalah
ij
; : ; o ﬁmﬁ 15 Draft hasil
4, |Menyusun draft hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelesaian ) )
menit evaluasi
masalah
Memeriksa/mengoreksi aﬁm:jmm__ m.,\m_cmm_. Jika setuju, . Ya Draft hasil 10 Draft j.mm__
5. |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan - 1 evaluasi st evaluasi yag
kepada Kasubag untuk diperbaiki. Tidak telah diparaf
Memeriksa/mengkoreksi draft hasil evaluasi. Jika setuju, Draft hasil Draft hasil
. o \ : 10 :
6. |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan - evaluasi yag — svaluasi yang
kepada Kabag untuk diperbaiki. Tidak telah diparaf disetujui
: e Draft hasi i
Menyampaikan draft hasil evaluasi yang telah disetujui ke fa 1 Amm_ . Draft Jmm__
7i evaluasi yang |5 menit| evaluasi yang
Kasubag e ) .
disetujui disampaikan
Draft hasi
. . 8 Jmm__ 10 Draft dokumen
8. [Menyusun Draft Dokumen Hasil Evaluasi evaluasi yang ) ) :
. ! menit | hasil evaluasi
disampaikan
9. |Menandatangani Draft Dokumen Hasif Evaluasi osa ao_esg 1 menit Delumen :.mm__
hasil evaluasi evaluasi
. . Dokumen hasil 10 Dokumen yang
A
10. |Menggandakan Dokumen Hasil Evaluasi S el [telshrckganata
11. [Mengirim Dokumen Hasil Evaluasi kepada Satker/Sator ok g 1 hari DoKUmen e
g P telah digandakan telah dikirimkan
Dokumen yan Aganda
12. |Mengaggendakan bukti pengiriman Dokumen Hasil Evaluasi yang 1menit| pengiriman

telah dikirimkan

dokumen




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 018/-SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan 06 June 2022
Tanggal Revisi Jagi el

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Mama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

1. Memahami prosedur penyelenggaraan rapat
2. Mampu menyiapkan bahan dan peralatan untuk rapat

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Bahan/materi rapat

2. Undangan

3. Laptop dan LCD Projector
4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila uraian kegiatan pada SOP penyelenggaraan rapat tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan rapat tidak akan maksimal, dan akan
memengaruhi hasil keputusan rapat.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan SKPD Ket.
Kasubag Staf Sekretaris Kadis torkalt Kelengkapan | Waktu Output
1. [Menyusun rencana kegiatan rapat Sers 19 Refigand
' y d P kegiatan menit | kegiatan rapat
Data/bahan
. Rencana ;
2. |Menyiapkan surat undangan dan data/bahan rapat ) 5 menit| rapat dan draft
kegiatan rapat
surat undangan
Data/bahan
3. |Menandatangani surat undangan rapat dan draft |5 menit| Surat undangan
surat undangan
W k 2 \ 4
4. [Melaksanakan rapat — _ F _ _ _ _ i _ _ Surat undangan | 2 jam vm_wwmh“mm:
y
5. |Membuat notulen rapat 1 Feidaanagn mo. Notulen rapat
rapat menit
y 10 Notulen rapat
laDi 1
6. |Melaporkan notulen rapat kepada Kepala Dinas _ [ Notulen rapat it xm:@ _m_.m:
disampaikan
Notulen rapat Notulen rapat
7. |Menerima notulen rapat untuk ditindaklanjuti yang telah |5 menit yang
disampaikan ditindaklanjuti
Notul
Mendokumentasikan dokumen penyelenggaraan rapat beserta RAlE Fapet _ OO_EBm.: rapat
8. hasilnva yang 1 menit| yang didoku
y ditindaklanjuti mentasikan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 019/-SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh pas xm»r,:..? p/dan Perikanan

7. Al A0

.JM., / .
Subbagian/Bidang \\ Umum .
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP - Hindak Lanjot Surat Masuk

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

1. Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
2. Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Materi/bahan fasilitasi

2. Undangan

3. Laptop dan LCD Projector
4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila tahapan pada uraian kegiatan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan maka akan mengganggu pelaksanaan fasilitasi.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan lisi Ket.
Kasubag Staf vm:ﬂﬂ” i Kabag Karo Kelengkapan | Waktu Output
. Reralira 15 Rencana kerja
1. [Menyusun rencana kerja perundang- ) ,
menit kegiatan
undangan
2. |Mengumpulkan bahan dan data xmzomam o 8_ Bahan/data
kegiatan menit
. e - 30 Instrumen dan
3. |Menyusun instrumen, mengidentifikasi, dan menganalisis data q Bahan/data _ ; .
menit {hasil analisis data
Instrumen dan 30 Draft juknis
4. [Menyusun draft petunjuk teknis. hasil analisis _ mekanisme &
menit )
data prosedur kerja
Draft juknis _AJMUHM”:
5. |Mengikuti rapat koordinasi/pembahasan petunjuk teknis kegiatan. mekanisme & | 2jam 2 __
, mekanisme &
prosedur kerja ;
prosedur kerja
Kesepakatan Rekomendasi
- . . . atas juknis . terhadap juknis
s teknis k : : X
6. |Mengikuti FGD/paparan draft petunjuk teknis kegiatan mekanisme & 2 jam sl
prosedur kerja prosedur kerja
; Melakukan finalisasi draft petunjuk teknis mekanisme dan 30
" |prosedur kerja menit
ek " Rekomendasi
Mengoreksi hasil finalisasi draft petunjuk teknis kegiatan. Jika ) 4 o Draft final juknis
) o ; < terhadap juknis | 10 y
8. |seiuju, membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan ” : mekanisme &
: Ny mekanisme & | menit .
kepada Kabag untuk diperbaiki. _ prosedur kerja
prosedur kerja
. . . . _ Draft final juknis Pergub juknis
dur kerja k A V
9 _s_m:@_za draft petunjuk teknis mekanisme dan prosedur kerja ke < mikeriare & msitl Fanek
Biro Hukum ) )
prosedur kerja prosedur kerja




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 020/-SOP/DKP-I
Tanggal Pembuatan 06 June 2022
Tanggal Revisi R PO Y
Tanggal Efektif - {060upe022 . o

Disahkan oleh < L

3lgufan dan Perikanan

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP Tindak Lanjut Surat Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1. Mampu menelaah Surat
2. Mampu mengosep surat
3. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk

1. Peraturan perundang-undangan

2. SOP Penomoran Naskah Dinas 2. Komputer
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila proses tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan mempengaruhi kegiatan lainnya.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pengadm. Ket.
Kadis Sekretaris | Kasubag | Pelaksana Ui Caraka |Kelengkapan|Waktu| Output
Membuat memo atau disposisi kepada Sekretaris 15 Sop
1. untuk menindaklanjuti surat masuk U Surat mastik menit Disposia sl
Masuk
Menerima memo atau disposisi dari Kadis dan 1
2. |memberikan disposisi kepada Kasubag untuk Disposisi _ Disposisi
menit
membuat konsep surat
A 10
3. |Membuat konsep surat Disposisi .. | Konsep surat
menit
_ telah di
4 Mengetik konsep surat yang telah dibuat oleh ) Kousersiral @o. Draft surat
Kasubag L/ menit
. i i
Mengkoreksi konsep surat ,_wxm se .c_F . Ya 10 Draft surat
5. |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, Tidak Draft surat menit divaraf
mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. /—\ enit | yang dip
i . i » i ! ) 4
Mengoreksi konsep surat &x.m SlUl, va| AL Draft surat 5 Draft surat
6. |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, N [Tidak il s i dinaraf
mengembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki. & yang dipa memit | yang dip
Mengoreksi konsep surat. Jika setuju, .
7. [membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, [idak w_”mn Q_meﬁ_ﬂ Bm i Surat
mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. yang dipara &l
Memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk Ya 10 Surat yang
8. Surat _ :
memroses surat keluar menit | akan diproses
. : SOP
Menerima surat, lalu memberikan nomor surat, Surat yang 1 Surat yang
Q. ) A ) . ..~ |Penomor
stempel dan mengagendakan arsip surat akan diproses | hari | siap dikirim
an Surat
IR . . Surat yang 10 Surat yang
; tk terkait _ iy . L
10. [Mendistribusikan surat kepada pihak yang terkai siap dikirim | menit | telah dikirim




Nomor SOP 021/-SOP/DKP-I
S Tanggal Pembuatan 06 June 2022
, Tanggal Revisi SO ST
Tanggal Efektif .
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang D
AL IMANY 7
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Penanganan Surat Masuk

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Provinsi Kalimantan Utara

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah

1. Mampu menelaah Surat
2. Menguasai sistem kearsipan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Penomoran Naskah Dinas

1. Peraturan perundang-undangan
2. Nota Dinas/Disposisi
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila surat masuk tidak cepat disampaikan maka pekerjaan tidak terlaksana dengan baik

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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No

Uraian Kegiatan

Ket.

Mencatat nomor, tanggal, perihal surat pada buku agenda, dan memberikan
lembar disposisi

Memberikan paraf pada lembar disposisi dan selanjutnya menyerahkan kepada
Kepala Dinas

Memberikan disposisi terhadap surat masuk

Memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk mendistribusikan surat sesuai
disposisi Kepala Dinas

Mendistribusikan surat

Pelaksana Mutu Baku
Pengadm. Kasubag .
e s Kepala Dinas Kelengkapan | Waktu Output
5 Surat masuk yang
Surat masuk . | telah diberilembar
menit . .
disposisi
Surat masuk yang 10 Lembar disposisi
telah diberi lembar . | vyang telah diberi
; s menit
disposisi paraf
Lembar disposisi
ang telah diberi 30 Disposisi
y menit P
paraf
o 10 2 e
Disposisi menit Disposisi
Surat dan disposisi
S 5
Disposisi _ yang telah
menit _ .
disampaikan




AN U

A

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 022/-SOP/DKP-|

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Provinsi Kalimantan Utara

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah

1. Mampu menelaah Surat
2. Menguasai sistem kearsipan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Penomoran Naskah Dinas
3

1. Peraturan perundang-undangan
2. Nota Dinas/Disposisi
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila surat masuk tidak cepat disampaikan maka pekerjaan tidak terlaksana dengan baik

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kasuba Ket.
Staf u 9 Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output
mum
1 Sekretaris memerintahkan dan memberikan arahan kepada Kasubag mengenai S " 5 Surat Bmm.c_x yang
rencana kegiatan perjalanan dinas yang akan dilaksanakan. ural masi menit telah %m: chmﬁ
disposisi
Surat masuk yang 10 Lembar disposisi
2 |Kasubag membuat Telaahan Staf untuk Usulan Perjalanan Dinas telah diberi lembar it | yang telah diberi
disposisi Ll paraf
3 Staf mengetik Telaahan Staf Perjalanan Dinas dan memberikannya ke Kasubag - 1 rmaowﬂ_armmwm_m._ 30 Disposisi
Umum yang telah diberi menit isposisi
paraf
4 Kasubag menyerahkan Telaahan Staf Perjalanan Dinas ke Sekretaris, apabila Disposisi 10 .
setuju diberikan paraf diteruskan kepada Kepala Dinas ISposisi menit Disposisi
Sekretaris menyerahkan Telaahan Staf Perjalanan Dinas ke Kepala Dinas,
5 : L :
apabila setuju diberikan Tanda tangan persetujuan
6 Menandatangani Telaahan Staf perjalanan dinas dan memerintahkan sekretaris
untuk menindaklanjuti SPT dimaksud
Memerintahkan Kasubbag untuk menindaklanjuti SPT Perjalanan Dinas yang
7 ' .
telah ditandatangani Kadis
8 Memerintahkan staf untuk segera melakukan perjalanan dinas sesuai dengan Disoosisi 5 Surat dan disposisi
SPT dan tujuan kegiatan RpRBiSl menit yang eid

disampaikan




A

e

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

023/ - SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

[aytan dan Perikanan
.m. > Al

in. S.ST.Pi
07121991031020

Subbagian/Bidang .‘.,, N . cafaan <
N IR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP ~ABeayusiian RKA, DPA

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Memahami cara penyusunan renja
2. Paham membuat kegiatan RKA DPA

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Rencana Kerja

1. Peraturan Perundang-undangan

Renstra

2
3. Data Harga Satuan Barang
3. ATK, Komputer Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Rencana Kegiatan harus dibuat, jika tidak pelaksanaan kegiatan menjadi tidak jelas dan berpotensi tidak dapat diselenggarakan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Resibegl Sekretaris Kadis Rasuliag Kabid Kelengkapan Waktu Output
Kasi Perencanaan
1 [Menyusun draft RKA, DPA Jumlah kegiatan Bmm:_ t Disposisi
2 |Menindaklanjuti hasil penyusunan RKA,DPA usul RKA, DPA L:. RKA, DPA
3 |Menyampaikan usul kegiatan beserta RKA usul RKA, DPA Bwﬂ: RKA, DPA
4 Memerintahkan rapat untuk membahas usulan kegiatan dan usul RKA, DPA 2 hari RKA, DPA
melaksanakan rapat pembahasan.
5 [Mengkoordinir Rapat pembahasan RKA, DPA usul RKA, DPA :“i RKA, DPA
6 |Mengesahkan Draft RKA, DPA RKA, DPA 3%: RKA, DPA
7 |Rencana Kegiatan dalam RKA, DPA i L RKA, DPA
ditandatangani




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 024/ - SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan 06 June 2022
Tanggal Revisi 28 N

Tanggal Efektif

Disahkan oleh | TKe u_m.E. as Kelautan dan Perikanan

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

\[Poreflcapein
Nama SOP fvmzwc,w,azbz REVISI / PERGESERAN ANGGARAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

2  DPAdan RKA 2017
3 DIPA dan RKA KL 2017

1. Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017

1. Memahami cara perubahan atau revisi anggaran
2. Paham membuat kegiatan RKA, DPA

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Rencana kerja 1. Komputer
2. DPA Tahun sekarang yang berjalan
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kasubid/ Kasubag Ket.
Kabid Keuangan Kadis Bangda/KL Kelengkapan Waktu Output
Kasubag
dan
1. |Menyusun revisi/draft pergeseran anggaran Surat Edaran 1 hari DPA
2. [Menindaklanjuti hasil penyusunan revisi DPA 1 hari Kegiatan
A 4 @O
: G 1 .
3. |Menyampaikan usulan revisi kegiatan . I Ya DPA iy Kegiatan
Tida
4, |Mengesahkan draft revisi DPA/DIPA ~ DPA 3@%: Kegiatan
60 .
5. |Pembahasan DPA ) Kegiatan
menit
. - 30 ;
6. |Persetujuan Revisi DPA , Kegiatan
menit




Nomor SOP 025/ - SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

Tanggal Revisi N

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tanggal Efektif 0640082022
Disahkan oleh & la Pinas’ Kelautap/an Perikanan

_ \

tanaan >

Subbagian/Bidang Pgferic:
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP “1HEAYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara,
Penyusunan, Pengendalia dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1. Memahami cara penyusunan renja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mampu untuk menganalisa

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Peraturan perundang-undangan
2. Materi/bahan fasilitasi

3. Komputer, Printer

4.  ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan ; Ket.
xmm_m\xmvah Kabid Tim Renja Kadis Kelengkapan Waktu Output
im Renja
1. [Menyusun jadwal rencana kinerja dan evaluasi renja tahun sebelumnya Lmaﬁmm_hmmﬁﬁm thn 1 hari %MMH\,M_\MMM_M M”_.mm
2. |Menindaklanjuti hasil rapat penyusunan renja MMM,_\(M,_\HMM_ Mﬁ 1 hari &MMMM\MLMNMWM,_
3, [Menyusun draft renja Ya .;masm_ ﬁ enays . 7 Draft renja
disepakati bersama | minggu
jjmx
4, [Mengesahkan draft rencana kerja Draft renja 1 hari Renja Final
5. |Rencana kerja Renja Final 1 hari _umm“m@cmmmmwms
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 026/ - SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

_mmmn_. Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

1. Memahami cara penyusunan renja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mampu untuk menganalisa

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Peraturan perundang-undangan
2. Materi/bahan fasilitasi

3. Komputer, Printer

4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Kadis Sekretaris Hasubag Staf/Tim | Kelengkapan | Waktu Output
Perencana
1. |Memerintahkan untuk membuat laporan tahunan Surat/disposisi 3%: Surat/disposisi
2. |Membentuk Tim Penyusunan Laporan Tahunan SK Tim 3%: SK Tim
\ 4
Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk mengumpulkan L el 60 Br e
3. ) . dan Data . dan Data
data dan informasi dan menyusun laporan tahunan menit
Peraturan Peraturan
\ 4
Staf/tim mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan, Eaiataporan 1-7 Bafian L. asean
4. . dan Data . dan Data
mengetik draf laporan tahunan dan melaporkannya hari
Peraturan Peraturan
\ 4
Mengoreksi Draft Laporan Tahunan jika setuju diparaf, jika tidak 1-3
2 dikembalikan untuk diperbaiki 7Y HLELLE T hari BratLaporan
. Ya TidaK
Mengoreksi Draft Laporan Tahunan jika setuju diparaf dan \da 30
6. |diserahkan kepada Kadis, jika tidak dikembalikan untuk Draft Laporan T Draft Laporan
diperbaiki
Ya
Memeriksa draft laporan jika setuju ditandatangani jika setuju TidaK 30
F ditandatangani jika ttidak dikembalikan untuk diperbaiki Dkl agoen menit Dilapcien
9. [Mendokumentasikan laporan tahunan s Sl S. =
Tahunan menit Tahunan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 027/ - SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan

= S

06-June-2022

N

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JOILIMAN

Nama SOP PELAPORAN KEGIATAN (APBN & APBD)

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

1. Memahami cara penyusunan laporan
2. Mampu untuk menganalisa

[Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Laporan dari Satker APBN

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pelaporan kegiatan tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak akan terdeteksi sampai sejauh mana realisasi
Ikegiatan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Sekretaris Hiesubag Staf Kadis Kelengkapan | Waktu Output
Perencana
SOP
1 Memberikan disposisi kepada Kasubag untuk memproses Dokumen/data 10 Dokumen/data | Penyusunan
" |laporan/data yang diterima satker menit satker Rencana
Kegiatan
Melakukan koordinasi dengan kasubag keuangan dan masing- X Surat Surat Permintaan
2. e . 1 Jam
masing bidang Permintaan Data Data
Memerintahkan staf untuk merekapitulasi laporan/data yang * Data Capaian Data Capaian
3. |diterima dari satker APBN baik DK/TP Provinsi dan TP Kab/Kota, - Kinerjadan | 25hari| Kinerjadan
dan membuatkan laporan bulanan, triwulan realisasi realisasi
4 _gm:.@o:.wxm_ amﬁ yg sudah diolah, jika setuju diparaf, jika tidak Draft Laporan |20 hari| Draft Laporan
setuju dikembalikan kepada staf
Mengoreksi data yg sudah diolah, jika setujua diparaf, jika tidak 10
2 setuju dikembalikan kepada Kasubag DraftLaporan menit Digtlegaran
Mengoreksi data yg sudah diparaf, jika setuju ditandatangani jika 10
P tidak sesuai dikembalikan kepada Sekretaris Sl menit Dt Laparan
Memerintahkan staf mengirim hasil rekapan APBD ke Bappeda, Laporan Laporan
7. |Biro Keuangan, Biro Bangda dan Humas, Sedangkan rekapan Bulanan, 1 hari Bulanan,
APBN diserahkan kepada Satker APBN Prov dan Kab/Kota Triwulan Triwulan




WIAN 1,
PRI U

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 028/ - SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan 06-June 2022

Tanggal Revisi

o

LN U35
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang ~ YPefoncanaan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Polaksanaa Feslitasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1. Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
2. Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Materilbahan fasilitasi

2. Undangan

3. Laptop dan LCD Projector
4.  ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila tahapan pada uraian kegiatan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan maka akan mengganggu pelaksanaan fasilitasi.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kasubag Ket.
KCDK Kab/Kota Staf Sekretaris Kadis BPS Publik Kelengkapan | Waktu Output
Perencana

1 |Sumber Informasi Informasi Data Informasi Data

Meminta data/informasi dari kab/kota mengenai Data Luas
2 |Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Informasi Data Informasi Data

Pangan & Hortikultura
3 |Memerintahkan staf untuk merekapitulasi data dari kab/kota Data
4 |Mengetik rekapitulasi data dari kab/kota Data
5 |Menyerahkan data hasil rekapitulasi ke kasubag perencanaan Data

4
N

6 |Menyerahkan data hasil rekapitulasi ke Sekretaris /\ Data

Melakukan koreksi data hasil rekapitulasi, jika setuju
i menandatanganinya, jika tidak mengembalikan ke sekretaris ~ Deta
8 |Memerintahkan staf untuk menyampaikan data ke BPS Data
9 [Pemberian Informasi ke Publik Data




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 029/ - SOP/IDKP - |

Tanggal Pembuatan

om._zzonown

Tanggal Revisi 5

Tanggal Efektif = [06una 2022
Disahkan oleh '/ V_,aﬂ.m_m Dipps Kela

% i A% y .
mxzwxﬁ J 8.1 pi

P1$68072271991031020

dan Perikanan

R

Subbagian/Bidang N Perencanaan
T R
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Rapat Monitoring dan Evaluasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1. Mampu menelaah Surat
2. Mampu mengosep surat
3. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk

1. Peraturan perundang-undangan

2. SOP Penomoran Naskah Dinas 2. Komputer
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila proses tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan mempengaruhi kegiatan lainnya.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Kadis Sekretaris | Kasubbag Staf Kelengkapan | Waktu Output
Memerintahkan Sekretaris untuk melaksanakan monitoring . R
1. ) - 5 menit Disposisi
pelaksanaan/penerapan kegiatan
2. [Memerintahkan Kasubbag untuk menyusun instrumen monitoring Disposisi 3%: Disposisi
3. |Menyusun konsep instrumen monitoring Disposisi 1jam i ._:mmasm:
monitoring
Ya
: i itoring. Ji i Tidak
Mengoreksi _A.osmmv jsmﬁﬂcsmz Bos_s_‘_:@ Jika setuju, membubuhkan \:/ Kerisep inetrumen - DAk ake homsen
4, |paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk 2 e . 5 menit .
) - monitoring instrumen
diperbaiki. K
Ya
. . A . { . .
Memeriksa xosmmv _.:m:::_m: 303_6.:8. Jika setuju, amagvc:xm: " Tidak Catatan atas konsep A _Ao:mmu __:wqcam:
5. |tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk P : 5menit| monitoring yang
. s instrumen : ,
diperbaiki. sudah diperbaiki
Memerintahkan Kasubag untuk menyiapkan dan melaksanakan ] xo:@.% _d SN ; T
6. monitorin monitoring yang |5 menit Disposisi
9 ) sudah diperbaiki
7. |Menyiapkan dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Disposisi 1 hari nm_mw.mm:.mm:
) i Monitoring
. - k : i
8. |Mengevaluasi hasil monitoring dan menyusun laporan hasil monitoring s ,mm:,mm: 1jam _rmnoﬂ: jmm__
Monitoring monitoring
. Laporan hasil
. ) L 5 L
9. [Melaporkan hasil monitoring kepada Kepala Dinas mno@ :mm__ 4 ; monitoring yang
monitoring menit ; :
disampaikan
Mempelajari laporan hasil monitoring dan memberikan arahan mengenai aporan e 15 | Arahan terkait hasil
10.],. : ) monitoring yang . s
tindak lanjut yang seharusnya dilakukan e menit monitoring
diterima
Laporan dan
11 Menindaklanjuti arahan Sekretaris dan Kadis untuk dijadikan bahan Arahan terkait hasil | 15 rekomendasi
"|perbaikan pelaksanaan/penerapan kegiatan monitoring menit pelaksanaan
keaiatan
<epefaran Laporan hasil
Mendokumentasikan laporan hasil monitoring dan arahan perbaikan dari rekomendasi , c . ;
12. . : 1 menit| monitoring yang
Sekretaris dan Kepala Dinas pelaksanaan ) .
didokumentasikan

kegiatan
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 030/ - SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan 06 June 2022
Tanggal Revisi por

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP ;vogz z_oz_._.o_a_zo

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Inpres No. 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2 Permenpan No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Klnerja Instansi

1. Memahami peraturan yang terkait dengan LAKIP
2. Memahami perencanaan dan pelaporan kerja

Pemerintah
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. 1. Laporan Triwulan
2. 2. Laporan Tahunan
3. Rensta
Rencana kerja dan penetapan kinerja
Peringatan Pencatatan dan pendataan
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan : Ket.
Staf SKPD Terkait Kasi Kabid Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi - 5 menit Dispos
Ya
Tidak , -
2 |Mengoreksi bahan rapat dan menyampaikannya ke Kabid AV Y ) Disposisi
( a menit
Tidal
3 Memerintahkan staf untuk menyiapkan kelengkapan rapat dan form isian Jiam Konsep instrumen
data serta mengirim surat undangan rapat J monitoring
) ) . K instr .
4 |Mengirim surat undangan rapat ke Kab/Kota dan instansi terk SAED Gm. UMM & menit Oma@ B3 honsep
monitoring instrumen
5 Menyampaikan laporan ke Kabid bahwa undangan telah dikirim dan _ r.__
menyiapkan bahan rapat
— Konsep instrumen
. ) C k ; =
6 [Membuka acara dan menyampaikan kebijakan pemerintah L maﬁmwwmhmhzmmv 5menit| monitoring yang
sudah diperbaiki
Konsep instrumen
7 [Menyampaikan materi dan agenda rapat monitoring yang | 5 menit Disposisi
sudah diperbal
8 Menyampaiken masukan saran dan pendapat serta laporan eksisting Disposisi 1 hari _um_mwmmqmm:
program Monitoring
9 |Menanggapi masukan dan saran dan pendapat feakaansn 1 jam Lepeer ks
99ap ? A0 Monitoring I monitoring
Laporan hasil | 15 Leproeeti i
10 |Menyusun kesimpulan hasil rapat dan agenda tindak lankut r i . . monitoring yang
monitoring menit : .
: disampaikan
_—_ . _wmao—mz peel 15 | Arahan terkait hasil
11 |Membuat notulensi hasil rapat koordinasi monitoring yang . -
o menit monitoring
diterima
I " " Arahan terkait hasil | 15 i
12 |Mengoreksi notulen, jika setuju diparaf jika tidak dikembalikan ke staf S . rekomendasi
monitoring menit :
pelaksanaan kegiatan
oo Laporan dan
- s . s - A terkait hasil )
13 |Mengoreksi notulen, jika setuju diparaf jika tidak dikembalikan ke kasi relien wﬂ m_ & a. rekomendasi
monitoring menit :
pelaksanaan kegiatan
A Laporan dan
. ) han terkait hasil )
14 |Mengoreksi notulen, jika setuju diparaf jika tidak dikembalikan ke kabid i wﬁ m_ = aA rekomendasi
monitoring menit )
. pelaksanaan kegiatan
15 zmé_:a, surat terlampir notulen dan kesimpulan hasil rapat dan Laporen Hasil Repat 8. irsp
mengarsipkannya menit




AT 1
SN gy

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

031/ - SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan

06 Jun

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP.19580

Subbagian/Bidang /
N

Perehtgréan_

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

'PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANS! PEMERINTAH (LAKIP)

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1. Mampu menelaah Surat
2. Menguasai sistem kearsipan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Penomoran Naskah Dinas
3,

1. Peraturan perundang-undanga
2. Nota Dinas/Disposisi
3. ATK

n

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila surat masuk tidak cepat disampaikan maka pekerjaan tidak terlaksana dengan baik

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan ; Biro Ket.
Kadis mm__mwmh“_:m\ xmﬂ”_“wc . Staf/Tim Organisasi/ Kelengkapan | Waktu Output
Inspektorat

Memerintahkan kepada Sekretaris dan Kabid untuk membuat laporan kinerja 15
1 . Peraturan LAKIP

kegiatan dan laporan realisasi keuangan sebagai bahan penyusunan lakip menit

Lo . . - Paket laporan

Menyerahkan laporan kinerja kegiatan dan laporan realisasi keuangan sebagai 2 )

2 bahan penyusunan LAKIP LEparERARE minggu x.m@_m”m: o
realisasi keuangan

Menyusun Draft LAKIP dan meminta staf yang menangani untuk melakukan nm_a.” Lo 3
3 Kegiatan dan Draft LAKIP

verifikasi terhadap draft LAKIP yang telah dibuat e minggu

g9
Realisasi Keuangan
4 |Mengetik dan menyiapkan rapat pembahasan draft LAKIP Drait _.>x_v é.”m_m: 1 hari Draft LAKIP
diverifikasi
catatan atas draft Notulensi Hasil
5 |Rapat pembahasan dalam rangka penyempurnaan draft LAKIP LAKIP sebagai 1 hari oammhm_ﬂ el
bahan rapat =

Memperbaiki draft LAKIP hasil pembahasan dan selanjutnya dimintakan PRl B ey .

6 persetujuen Kepela Dinas Notulensi Hasil 2 hari Draft LAKIP
) Rapat
7 |Menyetujui dan megesahkan LAKIP cﬁmw LK o teth 1 hari | Dokumen LAKIP
disempurnakan

8 Memerintahkan staf untuk mengirimkan dokumen LAKIP ke Biro Organisasi dan

Inspektorat
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

032/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

06 June 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

Tn g A

=<=w=am= Pembuatan Daftar Gaji

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

~Yang memahami penatausahaan Keuangan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengolahan Data

1. Komputer/laptop, printer beserta kelengkapannya

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- ~Tercatat dan Diarsipkan
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: Rl S e e S| s il i o Pelaksana e Giona e e kel o iia s G e e i MUty Bakuid sk bl s g
No Uraian Keglatan Kasubag | Bendahara Ket.
i Kelengk ktu Output
Kadis Sekretaris | Kabid/KPA Keuangan |Pengeluaran BPP elengkapan Wal p
1 [Menyusun Formulir master Gaji (FGM) Pegawai dan z_m.acc& Daftar zoa_:m:ﬂ Formuir Master Gaii,
Daftar Gaji Daerah (DAGDA) serta Menyusun Surat Perintah L\ Pegawai, Formulir | 11 hari Daftar Gaji, SPP LS
Pembayaran (SPP) untuk BTL-Gaji i Master Gaji (FMG) '
y
2 _smam:_am kelengkapan mm@mﬁm: .mnv. 2apabila belum P . 1 SPP LS Gajiyg
memenuhi syarat kembali ke BPP Gaji ~ SPP-LS BTL Gaji hari derksa
3 [Menyusun SPM LS Belanja jamx_q”msmmc:@.mm.. apabila belum ' u SPP-LS BTL Gaj 1 SPP-LS BTL Gaj
(R R YA fertball ko Venties: L. yang telah diperiksa | hari | yang telah diperiksa
4 |Memverifikasi SPM LS Belanja q._amx Langsung-Gaji, apabila 4 xogmmv. SPMLS 1 SPM LS Belanja
belum memenuhi syarat kembali ke BP N Belanja Ticak han | Tidak Langsung-Gaj
i Langsung-Gaji
5 [Mengengetahui dan Memaraf SPM LS Belanja Tidak Langsung- Naskah SPM LS
Gaji apabila tidak lengkap kembali ke KSB KEU Av Belanja Tidak SPMLS Belanja
) 3jam |Tidak Langsung-Gaji
Langsung-Gajl :
) Terverifikasi
Terverifikasi
6 [Menyetujui dan Menandatangani SPM LS Belanja Tidak y Naskah SPM LS
Langsung- Gaji apabila belum memenuhi syarat kembali ke A V Belanja Tidak 1 SPM LS Belanja
Sekrertaris R Tidak Langsung-G:
Cangsng:Sellyg. | el diparaf sekretaris
1 diparaf sekretaris ygdp
7 |Menyampaikan SPM ke Biro Keuangan SPM LS Belanja SPM LS Belanja
Tidak Langsung-Gaji Tidak Langsung-Gaji
yg ditandatangani 2 yg ditandatangani
Kadis,SP20, Bukti | hari | Kadis,SP2D, Bukti
Transaksi, BKU, LPJ Transaksi, BKU, LPJ
BPP BPP
8 |Melakukan Pembayaran Gaji Pegawai Melalui Bank,
Membukukan Transakst kedalam BKU, Menyusun Laporan SP2D, Daftar 20 hari SP20D, Daftar
Pertanggung Jawaban Bulanan Sebagai Bahan LPJ Fungsional Penerima Gaji Penerima Gajl
BPP
9 |Memeriksa kelengkapan LPJ BPP — :
| - LPJ BPP . LPJ BPP
K hari
10 [Menverifikasi dan Memaraf Naskah Pengesahan Pertanggung ‘ Konsep Pengesahan
P 1
Jawaban apabila belum memenuhi syarat kembali ke Verifikasi << Pertanggungjawaba ;
K ari
n
11 |Mengetahui dan Memaraf Naskah Pengesahan SPJ BPP, \f Naskah Pengesahan
apabila belum memenuhi syarat kembali ke KSB KEU N Pertanggungjawaba
I n yang telah 3t
diverifikasi
12 [Menyetujui dan Menandatangani Naskah Pengesahan SPJ BPP 4 Naskah Pengesahan
apabila belum memenunhi syarat kembali ke Sekrertaris Pertanggungjawaba| 1
n yang telah diparaf| hari
Sekretaris
1
13 {Mengarsipkan Naskah Pengesahan
Pertanggungjawaba 1jam
n yang telah
ditandatangani kadis




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 033/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

Tanggal Revisi < AN |

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

// N 74/(
Nama SOP ,_um, iah Keiiangan Dinas

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

~Yang memahami penatausahaan Keuangan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengolahan Data

1. Komputer/laptop, printer beserta kelengkapannya

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- ~Tercatat dan Diarsipkan
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Kadis Sekretaris | Kabid/KPA | Kasubbag BP BPP Kelengkapan Waktu Output
1 |Menerbitkan Cek dan Mencatat dalam BKU BP SP2D Bjamy |2 00 ok ferolet
dalam BKU BP
Cek yang telah Uang Tunai, Bukti
Mentunaikan Cek / mencairkan cek, ‘Melakukan Transaksi, Menyusun tefiat el m_.Ac ) Trerigakel, BKLIBFE,
. BKU BPP dan Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bulanan BPP B, Lieng Tndl, | 25 i LEparen
Y P ggung Bukti Transaksi, BKU Pertanggungjawaban
BPP BPP
y
> ‘ L L
Memeriksa kelengkapan dan Menandatangani LPJ Bulanan BPP, =4 muoﬂ: ) mnoﬂ:
3 e > Pertanggungjawaban| 3 jam [Pertanggungjawaban
apabila tidak lengkap kembali kepada BPP
: BPP BPP
Laporan Laporan
- ) Pertanggungjawaban . | Pertanggungjawaban
4 |Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Fungsional BP BPP yang 1 hari BPP yang
ditandatangani KPA ditandatangani KPA
A\ 4
5 Memverifikasi dan memaraf Laporan Pertanggungjawaban BP dan vl v ] Pe :ms_.mm”&“imvm: 2 hari nmnmzrwm”ﬂmémcms
kelengkapannya, apabila tidak lengkap kembali ke BPP /: m@m%_ %w%_
Mengetahui dan memparaf Laporan Pertanggungjawaban BP beserta S rmnoa.s . rmvoa.i
d kelengkapannya, apabila tidak lengkap kembali ke Kasubag keuangan Penengqungiawaban) & am | Pertanggungjaacan
et L5 S BP terverifikasi BP terverifikasi
:/ Laporon Laporon
Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban BP beserta kelengkapannya, A e Pertanggungjawaban . | Pertanggungjawaban
7 i ) . : ' 1 hari !
apabila tidak lengkap kembali ke sekretaris BP yang diparaf BP yang diparaf
sekretaris sekretaris
Laporan Laporan
. Pertanggungjawaban| , . Pertanggungjawaban
8 |Mengarsipkan LPJ BP BP yang telsh 1 jam BP yang telah
ditandatangani Kadis ditandatangani Kadis




Nomor SOP 034/- SOP/DKP-|

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

Tanggal Revisi T

Tanggal Efektif - |08'Jyna-2022"

Disahkan oleh 75 »mum_mwo@ as Kelatpéin dan Perikanan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA AN \E
m::ﬁ i i), S.57Pi
NIP/1£3#07121991031020
Subbagian/Bidang Keffangan -~/ -
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP [Pengajua

fDasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286} ;

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

~Yang memahami penatausahaan Keuangan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengolahan Data

1. Komputer/laptop, printer beserta kelengkapannya

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- ~Tercatat dan Diarsipkan

34




yg telah diparef kadis

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Keglatan Ket.
Kadis Sekretaris | Kabid/KPA | Kasubbag BP BPP Kelengkapan Waktu Output
Rekaptulasi / Daftar _ummﬂmﬂ ks
1 |Menyusun Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk BTL Tunjangan Penerima Tunjengan | 2 han ?::wzam:
Daerah ang
Daerah
Memerksa kelengkapan Persyaratan SPP, apabila belim kngkap SPP-LS BTL Sl
2 : ; 1 hari Tunjangan
kembal ke BPP Gaji Tunjangan Daerah
Deerah
— SPP-LS BTL
SPP-LS BTL Tunjangan
3 |Menyusun SPM LS Belanja Tidek Langsung Tunjangan Daerah Tunjangan Daersh T hen | Daerah yang
yang telah Verfikatur telah
Verifikatur
L SPMLS
Menverifikasi SPM LS Belanja Tidak Langsung Tunjangen Daerah f xo:mmu. SRS Belanja Tidak
4 : < Belanja Tidak 1 hari
apabila belum lengkap kembal ke BP : Langsung-
Langsung-Tunjangan
Tunjangan
SPMLS
N Naski
Menganalsa SPM LS Belanja Tidak Langsung-Tunjangan Daerah N ol mn._s _..m 2 Belanja Tidak
5 - Belanja Tidek 3jam
apabila belim memenuhi syarat kembal ke Kasubag Keuangan Langsung-
Langsung-Tunjangan >
.E:_maum:
SPMLS
A Naskah SPMLS Belanja Tidak
Menyetujui SPM LS Belanja Tidek Langsung Tunjangan Daerah Apabila Bokja Tidak 1 Langsung-
g tidak setuju kembal ke Sekretariat Lengsing-Tunjengan | Y Tinjzngen
! Daerah yang telah Deerah yang
diparaf Sekretaris telah diparaf
Sekreteris
SPMLS
Belenja Tidak
Pl 5
Menyampaikan SPM ke Biro Keuangan, Melakukan pembeyaran SPMLS mm_m:_,m Ticek _.ms.mmc:@
: Lengsung-Tunjangan, Tunjangan,
Tunjangan Daerah melakii Bank dan Membukukan Transaksi kedalam s R
7 SP2D, Daftar 25hari | SP2D, Daftar
BKU, Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan Sebagai . 4
Bahan LPJ, Fungsional BPP Peneim Turjangan, ([heana
ol BKU, Buki Transaksi Tunjangan,
BKU, Bukti
Transeksi
r— Pengesahan
_lu ”MzzM”u ﬂﬂao“ﬂww” Pertanggungja
8 |Memenksa Kelengkapan LPJ BPP goungjane 1han | wabanyang
yang tekh diperiksa ;
telah diperiksa
Venfikatur
Venfikatur
Naskah
9 Menverifikast dan Memaraf Naskah Pengesahan Pertanggung Jawaban Naskah Pengesahan Jiam Pengesahan
Apabila ada Koreksi Kembal kepada Verifikatur Pertanggungjawaben J Pertanggungja
waban
Naskah
Mengetahui dan memaraf Naskeh Pengesahan SPJ BPP, sda kembai Naskah Pengesahan Pengesahan
10 : 1 han
ke Kasubag Keuangan Pertanggungjawaban Pertanggungja
waban
Naskah
A\ Naskah Pengesahan Pengesahan
" Menyetujui dan Menandatangeni Naskah Pengesahan SPJ BPP Apabila Pertanggungjawaban 3iam Pertanggungja
tidek setuju kembal ke Sekretariat yg teleh diparaf ! waban yg teleh
sekretaris diparaf
sekretans
Naskah Pengesahan
12 |Mengersipkan Pertanggungjawaban




A

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

035/- SOP/DKP-|

Tanggal Pembuatan

06 June 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

ad

/& n\...m,.._z:mﬁmnw.ﬁ ;

07421951031020

Subbagian/Bidang i ,v.w.,é.?@m%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP ~[Péimbuatan Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap

(SlupP)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Permen Kelautan Perikanan No.30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia

3. Permen Kelautan Perikanan No.26 tahun 2013 tentang perubahan atas Permen KP No.30 thn 2012 tentang Usaha
Perikanan Tangkap di WPP NRI

4. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatalaksana Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1. Petugas dapat menggunakan komputer dengan baik.
2. Petugas Teknis : Sarjana, Telah Mengikuti Diklat Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1 Meja
2 Kursi

3 Komputer

4 Printer

5 Alat Tulis Kantor
6

Kendaraan Operasional

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan SIUP terlambat, maka akan mengakibatkan SIUP tidak dapat dikeluarkan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
Kasi
No. Kegiatan Pengadm. _umsmm_o__mm: Aabid Keterangan
Perikanan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Umum SDI dan Tanaka
Pelayanan UPI gkap
Menerima Dokumen Pembuatan Berkas Persvaratan
1 |SIUP dari Dinas Penanaman Modal i telal a_<_m: o 10 menit |Disposisi
dan Pelayanan Satu Pintu yang grap
b 4
Disposisi untuk menindaklanjuti D ; - . - -
2 Pembuatan SIUP Disposisi 10 Menit |Disposisi
NR
3 Disposisi untuk membuat dokumen __ _ Disposisi 10 Menit Dokumen Persetujuan
persetetujuan pembuatan SIUP P Pembuatan SIUP
¥
6 Membuat dokumen persetujuan Dokumen Persetujuan 20 menit Dokumen Persetujuan
pembuatan SIUP Pembuatan SIUP Pembuatan SIUP
- Dokumen Persetujuan .. |Dokumen Persetujuan
¥ [VelidasiParef Pembuatan SIUP 15 menit | oembuatan SIUP
Y - :
o — Dokumen Persetujuan . |Dokumen Persetujuan
S| Salnact e F_ Pembuatan SIUP (et Pembuatan SIUP
\
I | Dokumen Persetujuan . |Dokumen Persetujuan
91 jvaldasuRarat Pembuatan SIUP 15aenit Pembuatan SIUP
Menyerahkan Dokumen Persetujuan
10 Pembuatan SIUP yang telah di Dokumen Persetujuan 10 menit Dokumen Persetujuan
Validasi/Paraf ke Dinas Penanaman Pembuatan SIUP Pembuatan SIUP
modal dan pelayanan satu pintu




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 036/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

(SIKPI)

iDasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Negara Republik Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Permen Kelautan Perikanan No.30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan

3. Permen Kelautan Perikanan No.26 tahun 2013 tentang perubahan atas Permen KP No.30 thn 2012 tentang Usaha

Perikanan Tangkap di WPP NRI .
4. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatalaksana Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.
2.

Petugas dapat menggunakan komputer dengan baik.

Petugas Teknis : Sarjana, Telah Mengikuti Diklat Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1

2
3
4
5
6

Meja

Kursi

Komputer

Printer

Alat Tulis Kantor
Kendaraan Operasional

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan SIKPI terlambat

maka akan mengakibatkan SIKPI tidak dapat dikeluarkan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
Kasi
. Pelayanan Kabid
Ne: hegiatan Petuges _um.fnmm s Usaha _Amﬂvm_m Perikanan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pelayanan Fisik Kapal Dinas
Penangkapan Tangkap
lkan
Menerima Dokumen Pembuatan
Surat Izin kapal pengangkut ikan dari Berkas Persyaratan ; : i
L Dinas Penanaman Modal dan yang telah dilengkapi 10smenit | Disposisi
Pelayanan Satu Pintu _
Disposisi untuk melaksanakan =~
2 |pemeriksaan fisik kapal pengangkut SPT Disposisi 30 Menit |SPT Pemeriksaan
ikan |,r|
Disposisi untuk melaksanakan
3 |pemeriksaan fisik kapal pengangkut SPT Pemeriksaan 10 Menit |SPT Pemeriksaan
ikan
Melak: i fisik kapal - SPT,Alat Ukur, Kost
4 ela wm:mxm: pemeiisaghilii-apa a dace 1 Hari Laporan Hasil Cek Fisik Kapal
pengangkut ikan Petugas.
T
Membuat BAP dan Rekomendasi ) } , N et -
dak .
5 |hasil cek fisik kapal apakah layak atau Tid3 <> WMuMm: Hasil Cek Fisik |, jam MM_G_Bm:amw_ Hasil Cek Fisik
tidak mendapatkan izin Ya P pa
a . :
6 |Membuat dokumen SIKPI ] m.mwoam:amm_ lash Cek 15 menit | Dokumen rekomendasi
Fisik Kapal
v ;
7 |Validasi/Paraf __ _ Dokumen Rekomendasi |15 menit _uo_é.am:. Rekomehaesl
tervalidasifterparaf
/ 5
8 Tanda Tangan Dokumen | Dokumen Rekomendasi 15 menit Wmﬁccﬂwﬁmmmqmwm:mmm_a
Rekomendasi Pembuatan SIKPI Pembuatan SIKPI L rrieitanca
tangan kepala dinas
Zm:v\mﬁmjxm:. iy Dokumen Rekomendasi
Rekomendasi Pembuatan SIKPI yang Pembuatan SIKPI
9 |[telah di Validasi/Paraf ke Dinas 15 menit | SIKPI

Penanaman modal dan pelayanan

satu pintu

tertanda tangan kepala
dinas




AN ¢
T U

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 037/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan 06 June 2022
Tanggal Revisi - ———
Tanggal Efektif oa .E:mwonn

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang A\ Perd :m:...u: kap

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

75 -
Nama SOP /MW@@W\E: Penangkapan Ikan (SIPI)

fDasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkap lkan dan Penempatan Alat
Penangkap lkan dan Alat Bantu Penangkap lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

3. Permen Kelautan Perikanan No.30 tahun 2012 ttg Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia.

4. Permen Kelautan Perikanan No.26 tahun 2013 ttg perubahan atas Permen KP No.30 thn 2012 ttg Usaha Perikanan Tangkap

di WPP NRI
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatalaksana Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1. Petugas dapat menggunakan komputer dengan baik.
2. Petugas Teknis : Sarjana, Telah Mengikuti Diklat Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1 Meja

Kursi

Komputer

Printer

Alat Tulis Kantor
Kendaraan Operasional

D O~ WN

7 Jaringan Web/Jaringan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan SIP!I terlambat, maka akan mengakibatkan SIP! tidak dapat dikeluarkan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
Kasi Pelayanan Kabid
No. i Ket
o Kegiatan Petugas _um.fumw Cek Usaha —Am.vm_m Perikanan Kelengkapan Waktu Output eterangan
Pelayanan Fisik Kapal Penangkapan Dinas
Tangkap
lkan
Menerima Dokumen Pembuatan Surat
1zin kapal penangkapan ikan dari Berkas Persyaratan yang . . .
{ Dinas Penanaman Modal dan telah dilengkapi 10 menit: {Dispesis|
Pelayanan Satu Pintu
Disposisi untuk melaksanakan
2 |pemeriksaan fisik kapal penangkap SPT Disposisi 30 Menit |SPT Pemeriksaan
ikan dan alat penangkapan ikan u_”
Disposisi untuk melaksanakan
3 |pemeriksaan fisik kapal penangkap SPT Pemeriksaan 10 Menit |SPT Pemeriksaan
ikan dan alat penangkapan ikan
i i Y
z_m_mxmm:mx.m: pemeriksaan fisik kapal SPT Alat Ukur, Kostum . . N
4 |penangkap ikan dan alat penangkapan b 1 Hari Laporan Hasil Cek Fisik Kapal
: etugas.
ikan :
Ll R e L L Tidgk % Laporan Hasil Cek Fisik |, : Rekomendasi Hasil Cek Fisik
5 |survey apakah layak atau tidak < Keitsa] 2 jam Kanal
mendapatkan izin Ya P P
: Y. : ’
6 Membuat dokumen rekomendasi — m.m.xogm:amm_ Hasil Cek 15 menit |Dokumen rekomendasi
pembuatan SIPI Fisik Kapal
v .
7 |Validasi/Paraf __ _ Dokumen Rekomendasi |15 menit |Dokumen Rekomendasi
tervalidasi/terparaf
_I.,\ : Dokumen Rekomendasi
8 |Validasi/Paraf 1 _ L e 15 menit |[Pembuatan SIPI tertanda
Pembuatan SIPI .
tangan kepala dinas
W\_mzﬁmﬂﬂ:xmm_wﬂ%camﬁ __umaw.me_:m: Dokumen Rekomendasi
g |- emouatan St yang tefan d Pembuatan SIP! tertanda|15 menit |SIPI
Validasi/Paraf ke Dinas Penanaman .
- tangan kepala dinas
modal dan pelayanan satu pintu




PEMERINTAH PROVINSI| KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 038/- SOP/DKP-|

June 2022

o =

Tanggal Pembuatan 06

F:mmm_mmsm, .:,,
Tanggal Efektif 6 mWo{»mz\ ..

Disahkan oleh < /|Kepald Digas Kelad: dan Perikanan
i gfayalidin, ST i
.196867121991031020

AT ————

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Nelayan Andon
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatalaksana Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1. Petugas dapat menggunakan komputer dengan baik.
2. Petugas Teknis : Sarjana, Telah Mengikuti Diklat Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1 Meja

Kursi

Komputer

Printer

Alat Tulis Kantor
Kendaraan Operasional

Jaringan Web/Jaringan

DA WN

-~

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan SKNA terlambat, maka akan mengakibatkan SKNA tidak dapat dikeluarkan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

38




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengadm _umsxw_w__mm: Aahid Keterangan
’ 9 g ’ 9 Perikanan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output 9
Umum SDI dan Tanaka
Pelayanan UPI i
Menerima Dokumen Pembuatan
Surat Izin kapal penangkapan ikan Berkas Persyaratan . ’ -
L dari Dinas Penanaman Modal dan yang telah dilengkapi 1B meni | Risposisi
Pelayanan Satu Pintu A,
v
Disposisi untuk menindaklanjuti - s ; . o
2 Pembuatan SKNA " _ Disposisi 10 Menit |Disposisi
4 |Pisposisiuniuk membdat dekiman ] _ Disposisi 10 Menit |Dokumen SKNA
SKNA
] .
6 [Membuat SKNA Dokumen SKNA 20 menit |Dokumen SKNA
(l_ Dok SKNA
8 |Validasi/Paraf _ | Dokumen SKNA 15 menit |- umen §
Tervalidasi
i
—_—— _.IL Dokumen SKNA .. |Dokumen SKNA
9 |Validasi/Paraf _ Tervalidasi 15 Menit Tervalidasi
Menyerahkan Dokumen SKNA yang
10 [telah di Paraf ke Dinas Penanaman _uo_éam: .mxz> 10 menit Doxcam: .mxz>
) Tervalidasi Tervalidasi
modal dan pelayanan satu pintu




BRI,

e

i
=
—4

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 039/- SOP/DKP-|

Tanggal Pembuatan 06 June 2022
Tanggal Revisi TR

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang NG ‘.Fuzmz Tangkap.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

X uv,%% atan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Republik Indonesia.

di WPP NRI

1. Permen Kelautan Perikanan No.30 tahun 2012 ttg Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
2 Permen Kelautan Perikanan No.26 tahun 2013 ttg perubahan atas Permen KP No.30 thn 2012 ttg Usaha Perikanan Tangkap

3 Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014Tentang Organisasi dan Tatalaksana Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1. Petugas dapat menggunakan komputer dengan baik.
2. Petugas Teknis : Sarjana, Telah Mengikuti Diklat Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1 Meja

Kursi

Komputer

Printer

Alat Tulis Kantor
Kendaraan Operasional

7 Jaringan Web/Jaringan

DD OB W DN

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan BPKP terlambat

maka akan mengakibatkan BPKP tidak dapat dikeluarkan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
Kasi
; Pelayanan Kabid
: t Ket
No Kegiatan Petugas _um.fmmm o Usaha _Am.un_m Perikanan Kelengkapan Waktu Output elal ol
Pelayanan Fisik Kapal Dinas
Penangkapan Tangkap
lkan
Menerima Dokumen Pembuatan
Surat Izin kapal penangkapan ikan Berkas Persyaratan . . -
1 dari Dinas Penanaman Modal dan yang telah dilengkapi Sl B as o]
Pelayanan Satu Pintu _
A' "4
Disposisi untuk melaksanakan
2 |pemeriksaan fisik kapal perikanan SPT Disposisi 30 Menit [SPT Pemeriksaan
dan/atau alat tangkap ikan
Disposisi untuk melaksanakan
3 |pemeriksaan fisik kapal perikanan SPT Pemeriksaan 10 Menit | SPT Pemeriksaan
dan/atau alat tangkap ikan
; 5 v ; -
_,\_m_mxmm:.mxm: pemeriksaan fisik SPT Alat Ukur, Kostum . Laporan Hasil Cek Fisik
4 |kapal perikanan dan/atau alat 1 Hari Kapal dan/atau alat tangkap
: Petugas. ;
tangkap ikan T ikan
Membuat BAP dan Rekomendasi Tiddk } Laporan Hasil Cek Fisik Rekomendasi Hasil Cek Fisik
5 |hasil survey apakah layak atau tidak 1 Kapal dan/atau alat 2 jam Kapal dan/atau alat tangkap
mendapatkan izin Ya tangkap ikan ikan
Y
) 1 Rekomendasi Hasil Cek
Membuat dokumen rekomendasi o S :
6 Fisik Kapal dan/atau 15 menit |Dokumen rekomendasi
pembuatan BPKP .
alat tangkap ikan
A4 )
7 |Validasi/Paraf __ _ Dokumen Rekomendasi [15 menit _uox:Em:.mmxo_jm:amm_
tervalidasi/terparaf
/ =
o : Dokumen Rekomendasi
9 |Validasi/Paraf 1 _ oncBm:meOBm:amm_ 15 menit |Pembuatan BPKP tertanda
tervalidasi/terparaf )
tangan kepala dinas
Menyerahkan Dokumen Persetujuan Dokumen Rekomendasi
10 Pembuatan BPKP yang telah di Pembuatan BPKP 15 menit |BPKP

Validasi/Paraf ke Dinas Penanaman
modal dan pelayanan satu pintu

tertanda tangan kepala
dinas




PROTAP PEMBUATAN SURAT PERIZINAN

Berkas Perizinan

>

Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Satu Pintu

Tanda Terima
Berkas

-

- Penerimaan Berkas

- Registrasi Data

- Pemberian Jadwal

- Pemeriksaan lapangan

o

=2 Perizinan

Tata Usaha

Validasi Pengecekan Kasi Pengelolaan
Kelengkapan Berkas > SDI dan
Data Pelayanan UPI
v
Pemeriksaan Lapangan 2> | Tim Teknis -1 SK Tim Teknis
BAP
Pemeriksaan
————| Pemaparan == Undangan Ke Instansi Terkait
\ 4
. ! -M kah
Rapat Tim Teknis N Tidak Setuju — = liphess Ted .a.
Kasi, Kabid dan Kadis penangguhan perizinan
(konsep surat
penangguhan di sertai
alasan)
Daftar Hadir - Memproses naskah
Rapat L penolakan perizinan
(konsep surat
Setuju penolakan di sertai
alasan)
- Penjadwalan
pemeriksaan Ulang
A 4
Percetakan Blangko perizinan - Pencetak
(Paraf Berjenjang) > Kasi
- Kabid
-TU
- Penomoran
Penanda tanganan Perizinan ( - Penggandaan Berkas
Kepala Dinas ) IS el Pengarsipan




T s AANTAN U7,
o Ay

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

040/- SOP/DKP-|

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

06 June 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

S\ |NipA#Boz121991031020

Subbagian/Bidang

‘Bifdidaya Perikanan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

AR 22

Cdra Budiddaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara
Pembenihan lkan Yang Baik (CPIB)

fDasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

CBIB
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perikanan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi

CPIB
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perikanan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang keamanan, mutu dan gizi pangan
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 26/KPTS/UT.210/1/1998 Tentang Pedomon Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per/oi/Men/2007 tentang Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep/02/Men/2007 Tentang Cara Budidaya lkan yang Baik

1. Mem

kualifikasi pendidikan medis/paramedis veteriner/peternakan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Karantina Hewan

1 Buku Register
2 Laptop
3 Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan penggunaan obat ikan diluar daftar ijin edar tidak terkendali.

40




Pelaksana Mutu Baku
Kasi
No Kediatan Masyarakat/ Pengendalian Kabid Hatarant
' 9 Pengguna Sekretariat lingkungan | Perikanan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output erangan
Jasa dan kesehatan | Budidaya
ikan hewan
Perorangan, um_‘:mmsmm: mengajukan q Surat Panmichonan .

1 |permohonan pengajuan usulan nL Befkae Persvaratan 10 menit |Surat Permohonan
diterbitkan sertifikasi pembudidaya. Y
Surat permohonan penerbitan

> mm:_.:_mmm_ _3mmcx.mmwcm_ prosedur Buku Registrasi 15 Menit Pencatatan pendaftaran
administrasi intansi yang berwenang berkas permohonan
mengeluarkannva
Kepala dinas mendisposisi surat Pendaftaran,

3 |permohonan tersebut kepada kabid. permohonan, berkas 15 Menit | Disposisi Surat
Perikanan budidaya persyaratan
Kabid perikanan budidaya menelaah
disposisi surat, apabila disetujui
diteruskan kepada kasi. Pengendalian
__:mxr:@,m: ama xmm.m*.,.m,m: ikan dan PendaRaran
apabila tidak disetujui maka surat s, .

4 |permohonan diarsipkan dan diberikan N umqm«\m_‘mﬁm: ! 15 Menit (Pengecekan Lapangan
alasan kepada pemohon secara M_waE.E Jtidak
tertulis dan lisan. kabid perikanan !
budidaya memberikan saran kepada
atasan apabila secara tertulis, izin
tidak dapat di keluarkan.

s ol e [k

5 X — Permohonan, berkas 15 Menit  (Pengecekan Lapangan
klarifikasi terhadap persyaratan eravaratan
penerbitan sertifikasi CPIB dan CBIB PEIEY
Kasi pengendalian lingkungan dan e I "

6 |kesehatan ikan melaksanakan survey ﬂll_ Pengecekan Lapangan |7 Hari Formulir pendaftaran berkas

/ persyaratan
lapangan.
Kabid. Perikanan budidaya menelaah v
surat permohonan penerbitan -

7 sertifikasi, apabila disetujui maka N Formulir pendaftaran, 15 menit Surat permohonan ke
diparaf oleh kasi. Pengendalian N berkas persyaratan Direktorat Perikanan Budidaya
lingkungan dan kesehatan ikan serta
kabid. Perikanan budidaya.

Kepala Dinas menelaah surat Surat permohonan ke

8 |permohonan penerbitan sertifikasi, direktorat perikanan 15 menit | Dikirim ke pusat
apabila disetujui dapat ditandatangani. budidaya
Kepala Dinas menandatangani surat

10 permohonan penerbitan sertifikasi Dikirim pusat 1Bulan |Sertifikasi

CPIB maupun CBIB ke Derektorat
Jenderal Perbenihan.




STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN (SOP) CARA PEMBUDIDAYA IKAN YANG BAIK
DAN CARA BUDIDAYA BIBIT IKAN YANG BAIK (CPIB/CBIB)

A. Data Kegiatan

Judul SOP

: |Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)

. |Rutin

1
2. |Jenis Kegiatan
3. |Penanggung Jawab

a. Produk

: |Kepala Bidang Perikanan Budidaya

b. Kegiatan

. |Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan

4. |Scope (Ruang Lingkup)

: |Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara

B. Identifikasi Kegiatan

1. [Judul Kegiatan

: [Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik

2. |Langkah Awal

. |Perorangan, perusahaan perikanan, UPR

3. |Langkah Utama

.|Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan dan Kasifikasi terhadap
" |persyaratan

4. |Langkah Akhir

. |Kepala Dinas menandatangani Surat permohonan penerbitan Sertifikasi CBIB dan CPIB

" [kepada Direktorat Jenderal Perbenihan

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal

—

Peorangan, perusahaan mengajukan permohonan Izin usaha pembudidaya

Langkah Utama

Surat permohonan penerbitan Sertifikasi dimasuk sesuai prosedur administrasi instansi yang
berwenang mengeluarkannya

Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan tersebut kepada Kabid. Perikanan dan kelautan

Kabid. perikanan budidaya menelaah disposisi surat, apabila disetujui diteruskan kepada Kasi.
Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan dan apabila tidak disetujui maka surat
permohonan diarsipkan dan diberikan alasan kepada pemohon secara tertulis dan lisan.
Kabid. Petrikanan Budidaya memberikan saran kepada atasan apabila secara tertulis, izin
tidak dapat dikeluarkan.

Kasi. Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan Menverifikasi dan Klarifikasi terhadap
persyaratan penerbitan sertifikasi CPIB dan CBIB:

Syarat sertifikasi CBIB antara lain :

a. Lokasi bebas banijir dan pencemaran

b. Air tersedia sepanjang tahun

C. Menerapkan Biosecurity

d. Pakan bersertifikat

e. Benih memiliki AurT Keterangan Asal

f. Mempunyai Standar Operasional Prosedur Pengolahan kolam, pengadaan benih, sampai
dengan panen

Jika memenuhi persyaratan, akan dibuatkan surat permohonan penerbitan sertifikasi CBIB
sesuai aturan dan jika tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada
masyarakat/pengguna jasa

Syarat sertifikasi CPIB antara lain :

a. Surat Keterangan dari desa

b. Lokasi bebas banjir dan cemaran

C. Air tersedia sepanjang tahun dan tidak tercemar (dibuktikan dgn hasil analisis laboratorium)

d. Fasilitas unit lengkap (ada gudang, tempat pengemasan dsb)

e. Menerapkan Biosecurity

f. Pakan bersertifikat

g. Induk memiliki surat keterangan asal (SKA)

h. Mempunyai SOP dari pengolahan kolam, pengadaan induk, pemeriksaan kesehatan ikan,
pemeriksaan kualitas air, sampai dgn panen dan pengemasan

i. Mempunyai data rekaman selama proses produksi

J. Didampingi 1 oang bersertifikat Manager Pengendali Mutu (MPM) perbenihan

Kasi. Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan melaksanakan survey lapangan

Kabid. Perikanan budidaya menelaah surat permohonan penerbitan sertifikasi, apabila
disetujui maka diparaf oleh Kasi. Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan serta Kabid.
Perikanan Budidava

Kepala Dinas menelaah draft surat izin, apabila disetujui dapat ditandatangani

Langkah Akhir

Kepala Dinas menandatangani surat permohonan penerbitan sertifikasi CPIB maupun CBIB ke
Derektorat Jenderal Perbenihan.




AN AN |

Al

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

041/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan

~[06; .E:o 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

qﬂ_c:%oﬁ

Disahkan oleh

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

Dasar Hukum

1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang keamanan, mutu dan qizi

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 26/KPTS/UT.210/1/1998 Tentang Pedomon Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per/oi/Men/2007 tentang Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep/02/Men/2007 Tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

N~ WN

Kualifikasi pelaksana
T =

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Sertifikasi CPIB & CBIB

1 Buku Register
2 Laptop
3 Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan penggunaan obat ikan diluar daftar ijin edar tidak terkendali.
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Alur Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pelarangan Peredaran
Obat lkan Kimia Berbahaya (OIKB)

Pelaksana Mutu Baku
Tim
X IGLCED vm:mMMM_w__mz Kabid [
e f<colatan dan lingkungan | Perikanan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output N
Pemantauan
2 dan kesehatan|{ Budidaya
obat ikan 5
ikan hewan
Pusat
Menyiapkan data di setiap akhir
tahun mengumpulkan dan mendata Rapat Koordinasi Tim di Penentuan jenis, Jumlah dan
ulang data tentang jenis jumlah, dan Pusat dan Pembuatan lokasi pemantauan obat ikan,
1 |lokast pemantauan, dan menyusun D formulir/blangko 4 Hari dan formulir/blangko
dokumen perencanaan tahunan pembinaan dan pembinaan dan pemantauan
pembinaan dan pemantauan obat pemantauan obat ikan obat ikan
ikan nasional (PETAPOIKNAS)
v
. Pembuatan surat
Menunjuk dan menetapkan tim
2 Umaw_hmms dan pemantauan obat Keputosan tentangiim 2 Harni SK Tim
kariaaerah pembinaan dan
pemantauan obat ikan
—
Menelaah dan membina ke lapangan :
selaku penanggungjawab Memerintahian
< pelaksanaan . .
3 |pelaksanaan kegiatan Tim pemantauan 1 Hari Diserahkan kepala seksi
Pembinaan dan Pemantauan Obat kelapangan
ikan di Lapangan
Mengaplikasikan pelaksanaan
pembinaan dan pemantauan ke vm_m”.wmzmmm Wi ;
4 |lapangan melalui observasi dan _ | % MHL..MMNM: ”M 14 Hari o:mm,m\m,‘,m.”mmm\%ﬂ%mww_mn
wawancara serta pengisian checklist _w —
(FL/O1/PB/004) pang
Melaksanakan survey dan
pembinaan peredaran obat ikan serta
memantau distributor dilapangan Penentuan jenis, Jumlah dan
apakah obat-obatan yang aman lokasi pemantauan obat ikan,
5 |diguna dan masuk dalam daftar obat- ] Pendataan di lapangan |7 Hari dan formulir/blangko
obatan di rekomendasikan pembinaan dan pemantauan
penggunaannya dari kementrian obat ikan
KKP sehingga ijin usaha layak
dilanjutkan
Menelaah hasil pembinaan dan
pantauan dilapangan apakah obat
yang beredar aman dan tidak Jika ditemukan obat-
kadaluarsa untuk digunakan maka obatan yang tidak aman .
harus diparaf oleh kasi pengendalian ] baik untuk manusia alan dikeluari@n
6 |. : 2 hari rekomendasi untuk
lingkungan dan kesehatan ikan serta maupun lingkungan dan larangan obat ikan tersebut
kabid perikanan budidaya atau jika juga mengedarkan obat pe 9
tidak akan dikeluarkan rekomendasi yang sudah kadaluarsa
pelarangan peredaran obat-obatan
tersebut.
Menelaah draft surat rekomendasi,
apabila ditemukan peredaran obat surat permohonan
ikan tidak sesuai dan tidak aman rekomendasi ljin usaha ”
4 untuk digunakan maka akan / penjualan obat-obatan 60 Merit mike:dlsperindajop
diberikan peringatan dan tidak ikan
diterbitkan surat rekomendasinya
Menandatangani surat rekomendasi
8 |pelarangan peredaran obat-obatan ‘ - Ditindaklanjuti 1 Bulan  [ljin Usaha

ikan kimia berbahaya




STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN (SOP) CPIB/CBIB

A. Data Kegiatan

Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembenihan lkan

. Eeps Sk yang baik (CPIB)
2. Jenis Kegiatan Rutin
3. Penanggung Jawab
a. Produk Kepala Bidang Perikanan Budidaya
b. Kegiatan Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan lkan
4. Scope (Ruang Lingkup) Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara

B. Identifikasi Kegiatan

1. Judul Kegiatan Pembinaan dan pemantauan Obat Ikan

2. Langkah Awal Perorangan, perusahaan perikanan, UPR

3. Langkah Utama Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan lkan dan
4 Estigkaly Kkhir Kepala Dinas menandatangani Surat pembinaan dan pemantauan

obat ikan dilapangan.

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal

Tim Pembinaan dan Pemantauan obat ikan pusat dan daerah
menyiapkan data di setiap akhir tahun mengumpulkan dan
mendata ulang datatentang jenis jumlah, dan lokasi pemantauan

Langkah Utama

Tim Pembinaan dan Pemantauan obat ikan pusat dan daerah
menyusun dokumen perencanaan tahunan pembinaan dan
pemantauan obat ikan nasional (PETAPOIKNAS)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menunjuk dan
menetapkan Tim Pembinaan dan Pemantauan Obat lkan Daerah

Kabid. perikanan budidaya menelaah dan membina ke lapangan
selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Tim Pembinaan
dan Pemantauan Obat lkan di Lapangan

Kasi. Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan lkan
Mengaplikasikan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan ke
lapangan melalui observasi dan wawancara serta pengisian
cheklist (FL/01/PB/004)

Persyaratan kelengkapan administrasi :

a. Distributor

1. Bukti pemesanan dari produsen/importir

2. Catatan dan/atau SOP perikanan

3. Daftar /catatan obat ikan (brosur/leaflet/poster

4. Daftar /catatan obat ikan yang telah didistribusikan

5. Arsip katalog produk obat ikan (brosur/leaflet/poster

6. Laporan semester peredaran obat ikan yang disampaikan
ke dinas KP provinsi (format laporan dari dit, keskanling)

7. Apotekr/dokter hewan sebagai penanggungjawab teknis obat
ikan

b. Toko

1. Bukti pemesanan/pembelian dari produsen/sales/ technical
service




2. Catatan pengembalian obat ikan yang kadarluasa/rusak/
ditarik dari peredaran

3. Kartu kendalifkartu stock (daftar/catatan pembelian/
penjualan obat ikan

4. Laporan Semester penjualan obat ikan untuk sediaan obat
keras yang disampaikan ke Dinas KP Kabupaten/kota (format
laporan dari Dit.Keskanling)

c. Unit Budidaya

Catatan penggunaan obat ikan yg meliputi : nama obat ikan,
dosis dan tanggal pengobatan.

2. Kelayakan Teknis

a. Fasilitas

1. Ruang/lemari/rak penyimpanan obat ikan jika ada, apakah
terpisah dgn obat non ikan/barang lainnya

2. Ruang/lemarifrak penyimpanan yang memiliki :

a. Kunci untuk menjaga keamanan obat ikan

b. Fasilitas untuk menjaga kelembaban dan terlindung dari sinar
matahari

3. Ruang pendingin (coolroom)

4. Refrigerator/kulkas/coolbox

5. Peralatan untuk pengusir serangga/hewan pengerat

6. Alat pelindung diri (masker, sarung tangan, sepatu boot)

b. Pengelolaan Obat lkan

1.Sistem distribusi/penjualan* obat ikan

2. Label pada kemasan obat ikan

3. Obat yang mengalami perubahan fisik (warna, bau, endapan,
gumpalan)

4. Area/tempat khusus untuk menyimpan dan/menbuang obat
ikan yg rusak/kadaluarsa/ditarik dari peredaran)

5. Daftar contact person
(produsen/importir/distributor/toko/dinas KP
Provinsi/kab/posikandu/technical service*)

c. Lain-lain

Personal yang telah mengikuti sosialisasi kebijakan obat

Kasi. Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan melaksanakan
survey dan pembinaan peredaran obat ikan serta memantau
distributor dilapangan apakah obat-obat yang beredar adalah obat-
obatan yang aman diguna dan masuk dalam daftar obat-obatan di
rekomendasikan penggunaannya dari kementerian KKP sehingga

Kabid. Perikanan budidaya menelaah hasil pembinaan dan
pantauan dilapangan apakah obat yg beredar aman dan tidak
kadaluarsa untuk digunakan maka harus diparaf oleh Kasi.
Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan lkan serta Kabid.
Perikanan Budidaya atau jika tidak akan dikeluarkan rekomendasi
pelarangan peredaran obat-obatan tersebut

Kepala Dinas menelaah draft surat rekomendasi, apabila
ditemukan peredaran obat ikan tidak sesuai dan tidak aman untuk
digunakan

Langkah Akhir

Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi peredaran obat-
obatan ikan




STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN (SOP) PENGENDALIAN MUTU

A. Data Kegiatan

1 }Judul SOP

Pengendalian Mutu

2. |lenis Kegiatan

Rutin

3. |Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Bidang Perikanan Budidaya

b. Kegiatan

Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan lkan

4. |Scope (Ruang Lingkup)

Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara

B. ldentifikasi Kegiatan

1. [Judul Kegiatan

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

2. |Langkah Awal

Perorangan, perusahaan perikanan, UPR

3. |lLangkah Utama

Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan lkan dan

klasifikasi terhadap persyaratan

4. |Langkah Akhir

Kepala Dinas menandatangani Surat pembinaan, monitoring

residu, pengendalian mutu.

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal

Kepala Dinas Menugaskan Tim monitoring residu provinsi untuk
melaksanakan pengambilan sample/contoh sesuai dengan jadwal
dan lokasi yang ditetapkan

Langkah Utama

bb

Tim monitoring residu provinsi mendistribusikan sample/contoh
ke laboratorium uji maksimal 4 (empat) hari kerja sejak
sample/contoh diambil dari pembudidaya.

Setelah sample/contoh diterima,laboratorium uji menyelesaikan

pengujian sample dalamkurun waktu maksimal 10 hari kerja.

Setelah sample/contoh selesai diuji,laboratorium uji menginput
dan meng-upload laporan hasil uji (LHU) secara online maksimal 1
(satu) hari kerja.

Dinas menyampaikan fotocopy LHU kepada pemudidayapada
triwulan berikutnya setelah sample diambil. LHU diberikan juga
kepada otoritas pemerintah yang berwenang. Penyampaian LHU

dilakukan dengan mengutamakan prinsip kerahasian.

Operator dinas provinsi memasukkan data sample yang telah
dikirim ke laboratorium dalam sistem informasi manajemen
pengendalian residu dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja
sejak sample dikirim.

Laporan triwulan dan tahunan hasil monitoring residu nasional
dikirimkan ke sekretariat otoritas kompeten




AN A

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 042/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

Tanggal Revisi AN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perikanan

1. Memiliki kualifikasi pendidikan medis/paramedis veteriner/peternakan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perikanan
4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang keamanan, mutu dan gizi
5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 26/KPTS/UT.210/1/1998 Tentang Pedomon Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional
6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per/oi/Men/2007 tentang Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Sertifikasi CPIB & CBIB 1 Buku Register
2 Laptop
3 Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan tidak adanya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

42




Alur Prosedur Pelayanan Pengendalian Mutu Residu

No.

Pelaksana

Mutu Baku

Kegiatan

Operator

Tim monitoring
Residu

Tim
Laboratorium
Uji

Kasi
Pengendalian
lingkungan
dan
kesehatan
ikan hewan

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu Output

Keterangan

Menugaskan Tim monitoring residu
provinsi untuk melaksanakan
pengambilan sample/contoh sesuai
dengan jadwal dan lokasi yang
ditetapkan

Rapat Koordinasi
Bidang

Penetuan Jumlah Sampel

1 Minggu dan Lokasi

membuat Berita Acara pengambilan
sample/contoh dan meninggalkan
satu salinan untuk pembudidaya.

Draft berita acara dan
sample

1 Hari Surat serah terima sample

mendistribusikan sample/contoh ke
laboratorium uji maksimal 4 (empat)
hari kerja sejak sample/contoh
diambil dari pembudidaya.

Sample mutu hasil Uji

10 Hari | Draft Laporan Hasil Uji

Setelah sample/contoh
diterima,laboratorium uj
menyelesaikan pengujian sample
dalam kurun waktu maksimal 10 hari
kerja.

Draft Laporan Hasil Uji

1 Hari Laporan hasil uji

Setelah sample/contoh selesai
diuji,laboratorium uji menginput dan
meng-upload laporan hasil uji (LHU)
secara online maksimal 1 (satu) hari
kerja.

Laporan Hasil Uji

1 Hari Laporan hasil uji online

menyampaikan fotocopy LHU kepada
pemudidayapada triwulan berikutnya
setelah sample diambil. LHU
diberikan juga kepada otoritas
pemerintah yang berwenang.
Penyampaian LHU dilakukan dengan
mengutamakan prinsip kerahasian.

Laporan hasil uji

Laporan hasil uji telah

1 hari terdistribusi.

Memasukkan data sample yang telah
dikirim ke laboratorium dalam sistem
informasi manajemen pengendalian
residu dalam waktu paling lama 1
(satu) hari kerja sejak sample d

Laporan hasil Uji

1 Hari Laporan Hasil Uji

Laporan triwulan dan tahunan hasil
monitoring residu nasional dikirimkan
ke sekretariat otoritas kompeten

Laporan hasil uji
pertriwulan dan tahunan

Laporan Triwulan dan
Tahunan telah
didistribusikan.

1 Hari




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

043/- SOP/DKP-I

Tanggal Pembuatan

06 June 202

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

,, AT

S~
}

an Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan, Rusng laut (PKKPRL)

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keria
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

1. Memahami dasar hukum Penataan Ruang Laut

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1 Buku Register
2. SOP Surat Keluar 2 Laptop
3 Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan masyarakat tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
laut (PKKPRL).
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Pelaksana Mutu Baku
; Kasi Kabid
e Reglatan Poitdas vaQ.m = Perencanaan _Am.vm_m Pengelolaan Kelengkapan Waktu Output Rettangden
Pelayanan Teknis Dinas
Ruang Laut Ruang Laut
Menerima Dokumen Pembuatan
Surat Izin Penerbitan Persetujuan
1 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Berkas Persyaratan 1 Hari Disposisi
Ruang laut (PKKPRL) dari Dinas yang telah dilengkapi Sposist
Penanaman Modal dan Pelayanan
Satu Pintu
Disposisi untuk melaksanakan
2 |pemeriksaan lokasi pemanfaatan SPT Disposisi 1 Hari SPT Pemeriksaan
ruang laut.
Disposisi untuk melaksanakan
3 |pemeriksaan Lokasi pemanfaatan SPT Pemeriksaan 1 Hari SPT Pemeriksaan
ruang laut . ]
zm_mxmmcmxms pemeriksaan vmﬁxmw SPT Alat Ukur, Kostum A rmuoqm: Hasil pemeriksaan Tergantung
4 |dan verifikasi lapangan lokasi 3-S5 Hari  |lokasi pemanfaatan ruang :
Petugas. Lokasi
pemanfaatan ruang laut T laut
Membuat BAP dan rekomendasi hasil - Laporan Hasil ) : .
5 |pemeriksaan lokasi apakah layak Tid pemeriksaanlokasi 2 hari mMMMﬂM:wmm_ﬂImm__ __M_H_wm_
atau tidak mendapatkan izin Ya reklamasi P el
6 |Membuat dokumen rekomendasi mmeBmsamm_ I.mm__ 1 Hari Dokumen rekomendasi
lokasi reklamasi
1
7 |Validasi/Paraf Dokumen Rekomendasi [1 Hari Doxcam:,mmxoam:amw_
tervalidasi/terparaf
Tanda Tangan Dokumen Dokumen Rekomendasi Dokumen Rekomendasi izin
8 |Rekomendasi surat izin lokasi surat izin lokasi 1 Hari lokasi tertanda tangan kepala
pemanfaatan ruang laut. reklamasi dinas
Menyerahkan Dokumen
Rekomendasi surat izin pemanfaatan Dokumen Rekomendasi Rekomendas) (i Lokasi
9 |ruang laut yang telah di izin lokasi tertanda 1 Hari S

Validasi/Paraf ke Dinas Penanaman
modal dan pelayanan satu pintu

tangan kepala dinas

Reklamasi




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 044/- SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan

06 June 2022
Tanggal Revisi —

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER .19/MEN/2010 tentang pengendalian sistem jaminan mutu

2 dan keamanan hasil perikanan;
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.042/DJ-PSDKP/2008 tentang Petunjuk

3 Teknis Operasional Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran Ikan.

1. Pengawas Perikanan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Surat Masuk
2 SOP Surat Keluar

1 Form Pemerikasaan Unit Pengolahan lkan
Laptop

Printer

Alat Komunikasi

ATK

Kamera

7 GPS

DO WN

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan selama 1-3 hari kerja;

Usahakan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait;

Usaha untuk dapat menghubungi pelaku usaha terlebih dahulu

Mengenakan seragam pengawas perikanan lengkap dengan atributnya dan membawa surat tugas

Laporan pengawasan usaha pembudidayaan ikan laporkan kepada atasan




Pelaksana Mutu Baku
. KABID Perikanan Kasl Pengawasan
o Keglatan Kepala Dinas Budidaya, PDSKp Sumberdaya KP WM_”_NMHM” Kelengkapan Waktu Output i A
dan PSDKP (PSDKP)
DPA APBD, Laporan 10 menit |Disposisi
Memerintahkan KABID Perikanan Masyarakat
1 Budidaya, PDSKP dan PSDKP untuk
melakukan pengawasan kegiatan unit
pengolahan ikan
Disposisi 10 menit [Arahan
Mengarahkan dan memerintahkan
Kasi PSDKP untuk melakukan
5 koordinasi dengan instansi terkait
untuk bersama-sama melaksanakan
pengawasan kegiatan unit pengolahan
ikan
Disposisi 10 Menit [SPT dan Arahan
Menunjuk pengawas perikanan dan >
3 memberikan arahan untuk
melaksanakan pengawasan kegiatan
unit pengolahan ikan
SPT, Form Pengawasan |3 Hari Draft laporan Tahapan Pelaksanaan :
A 4 1. Melakukan pengecekan terhadap
_ _.Illl_ _ kelengkapan dan kesesuaian dokumen
sebagai berikut:
- TDUP/SIUP
- SKP
KASI PSDKP beserta Pengawas - HACCP
Perikanan melaksanakan -HC
4 |pengawasan kegiatan unit pengolahan - Surat keterangan IMTA
ikan 2. Menandatangani form hasil pemeriksaan
pengolahan ikan
3. Hasil Pemeriksaan pengolahan ikan
4. Pelaporan
Draft laporan 60 menit |Laporan hasil
KABID menerima, mengoreksi draft pengawasan
5 |laporan dan kemudian melaporkan >
kepada KADIS b
Laporan 10 menit |Arsip Laporan
Mempelajari laporan pengawasan
o |kegiatan pengolahan ikan dan <
memberikan kebijakan apabila
diperlukan, lalu mengarsipkannya




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 045/- SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 06 June 2022 -
Disahkan oleh WKepala Dina Kelautan defi Perikanan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP gm:m Pembudidayaan Ikan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009
2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan lkan:
3 Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 154/DJ-PSDKP/V/2010 tentang Petunjuk

1.

Pengawas Perikanan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Surat Masuk
2 SOP Surat Keluar

1

D wWwN

7

Form Pemerikasaan Usaha Pembudidayaan lkan
Laptop

Printer

Alat Komunikasi

ATK

Kamera

GPS

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan selama 1-3 hari kerja;

Usahakan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait;

Usaha untuk dapat menghubungi pelaku usaha terlebih dahulu

Mengenakan seragam pengawas perikanan lengkap dengan atributnya dan membawa surat tugas

Laporan pengawasan usaha pembudidayaan ikan laporkan kepada atasan

45




Pelaksana

Mutu Baku

KABID Perikanan Kasi Pengawasan

Mo, L Kepala Dinas Budidaya, PDSKp Sumberdaya KP Wmﬂﬂwﬂmmw Kelengkapan Waktu Output Keterangan
dan PSDKP (PSDKP)
DPA APBD, Laporan 10 menit  [Disposisi
Memerintahkan KABID Perikanan Masyarakat
1 Budidaya, PDSKP dan PSDKP untuk
melakukan pengawasan kegiatan
usaha pembudidayaan ikan
Disposisi 10 menit  |Arahan
Mengarahkan dan memerintahkan Kasi
PSDKP untuk melakukan koordinasi
2 |dengan instansi terkait untuk bersama-
sama melaksanakan pengawasan
kegiatan usaha pembudidayaan ikan
] Disposisi 10 Menit [SPT dan Arahan
Menunjuk pengawas perikanan dan 3
3 memberikan arahan untuk
melaksanakan pengawasan kegiatan
usaha pembudidayaan ikan
SPT, Form Pengawasan |3 Hari Draft laporan Tahapan Pelaksanaan :
4 1. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian
_ T _ dokumen perizinan meliputi: jenis usaha
pembudidayaan, jenis kegiatan usaha, jenis
ikan yang dibudidayakan, luas
lahan/perairan/titik koordinat dan lokasi
KAS| PSDKP beserta Pengawas 2. Memeriksa kesesuaian .vm:.mmc:.mm:
4 |Perikanan melaksanakan pengawasan sarana dan prasarana meliputi: benih,
kegiatan usaha pembudidayaan ikan induk,pakan, dan obat ikan.
3. Melakukan analisis pemeriksaan
4. mendokumentasikan serta mencatat
lokasi kejadian
5. Melakukan analisis singkat terhadap hasil
pemeriksaan
Draft laporan 60 menit |Laporan hasil
KABID menerima, mengoreksi draft pengawasan
5 |laporan dan kemudian melaporkan |
kepada KADIS
Laporan 10 menit  |Arsip Laporan
Mempelajari laporan pengawasan
6 kegiatan pembudidayaan ikan dan €

memberikan kebijakan apabila
diperlukan, lalu mengarsipkannya




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

046/- SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

06 June 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

‘omkuj Nommlh oS

WepalalDinas ¢ elaufar’dan Perikanan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

L

ayanarPenerBitan Lembar Verifikasi Hasil
endaratan lkan*

b

asar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 13/MEN/2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan lkan
3. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomoe 10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk

Teknis Verifikasi Pendaratan lkan

1. Pengawas Perikanan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Surat Masuk 1 Buku Register
2 SOP Surat Keluar 2 Laptop
3 SOP Penyidikan TPP 3 Printer
4 SOP Pengawasan Kedatangan Kapal Perikanan 4 Alat Komunikasi
5 5 ATK
6 Kamera
7 Alat Ukur
8 Dokumen
9 Tracking VMS
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Wajib Melengkapi persyaratan berkas untuk penerbitan LVHPI

Data Kapal, Alat Tangkap,Jenis lkan dan berat ikan, Daerah Penangkapan,
kesesuaian ikan hasil tangkapan dan Data VMS




Pelaksana Mutu Baku
i KABID Perikanan | Kasi Pengawasan
o, ¥eglatan ZN:”MGWWMGE Kepala Dinas Budidaya, PDS dan| Sumberdaya KP WM._.NM”MM Kelengkapan Waktu Output Keterangan
P PSDKP (PSDKP)
A V FC SIPI, Log Book
Penangkapan lkan,
FC HPK Kedatangan,
Nota timbang dan Surat
Melapor Kedatangan Kapal dengan membawa dokumen surat pernyataan E Permohonan
1 S menit §
kapal melakukan Penerbitan
penangkapan ikan di LVHPI
wilayah NRI
bermaterai untuk
kapal di <6 GT
Menerima permohonan dan menugaskan pengawas \Ell!'lLulllW_ “!
2 [perikanan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Dokumen 5 Menit
dokumen perizinan dan kesesuaian dengan fisiknya
Melakukan pemeriksaan dokumen perizinan, FC HPK TIDAK
Kedatangan, Loog book perikanan, serta melakukan LENGKAP ”
verifikasi nama kapal, jenis alat penangkapan ikan, 3 xmn_ﬂm.ﬂ LVHPI
3 . R . Dokumen 20 Menit dan Hsil
tanggal dan daerah penangkapan ikan, jenis dan jumlah L Pemeriksaan
hasil tangkapan serta kesesuaiannya dengan alat Shio
penangkapan ikan LENGKAP
Form penolakan/tidak diterbitkan LVHPI _ _ T _ _ Dokumen penolakan |5 Menit Surat Penolakan | Verifikasi ditangguhkan
Permoh Menerima Form Penolakan/ tidak Sokumen
4 awaﬂﬁmxo:m:m _.,w_“_w_q_am cim.n.ei D permohonan dan 5 Menit
orbiKannya penolakan
5 |Pengawas Perikanan Menerbitkan LVHPI —Hu Wox::_.m: Hasi 30 Menit
emeriksaan
Dokumen
LVHPI
Permohonan Menerima Dokumen Dokumen
6|LVHPI Dokumen 5 Menit LVHPI




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 047/- SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

22

Disahkan oleh

an Perikanan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP P 1 4 ..m.ssumz

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasional Kapal Perikanan
3. Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: PER.12/DJ-PSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan

1.

Pengawas Perikanan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Surat Masuk 1 Buku Register
2 SOP Surat Keluar 2 Laptop
3 SOP Penyidikan TPP 3 Printer
4 4 Alat Komunikasi
5 5 ATK
6 Kamera
7 Alat Ukur
8 Dokumen
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Dokumen perizinan wajib dibawa dalam pengurusan HPK Kedatangan

Daftar dan Buku Kontrol Dokumen




Pelaksana Mutu Baku
. Kasi Pengawasan | KABID Perikanan
No. Keglatan Zmzmmnﬂwm\,vwﬂ.ms Admin Pengawas Perikanan| Sumberdaya KP | Budidaya, PDSKp | Kepala Dinas PPNS Perikanan Kelengkapan Waktu Output s
. (PSDKP) dan PSDKP
Melapor Kedatangan Kapal dengan nL 2
1 membawa dokumen kapal Dokumen Kapal 5 menit |Laporan
Menerima dan mencatat di buku
2 |register, kemudian menyampaikan ke Dokumen Kapal 20 menit |Registrasi HPK
pengawas perikanan
w TIDAK _—
Memeriksa kesesuaian dokumen
perizinan, yang meliputi:
- pelabuhan pangkalan,
- alat tangkap dan alat bantu
penangkapan ikan, E
- Memeriksa VMS dan fisik kapal 5 _ _ .
! > ) p=———i > Hasil
- Memeriksa Hasil Tangkapan, D"'v_u _ “ N .
= Apabila ditemukan ketidaksesuaian Dokumen Kapal 150 Menit MMB”_‘_xmmm:
maka akan dilakukan penanganan pa
pelanggaran, apabila sudah sesuai
maka diterbitkan rekomondasi HPK
Kedatangan dan boleh dilakukan
pembongkaran ikan hasil tangkapan
Dilakukan proses penanganan tindak X o
pidana perikanan HPK 5 Menit Berkas SOP Penyidikan TPP
Keterangan
5 .. |Pengganti Surat
4 ‘ vA
Menerima HPK Kedatangan 15 Menit Laik Operasi
(SLO)




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 048/- SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

Tanggal Revisi G
Tanggal Efektif 108

Disahkan oleh

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

_IUM..N_. Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasional Kapal Perikanan
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/DJ-PSDKP/2017 tentang Pedoman

Standar Pelayan Di Bidang Pengawasan Perikanan

1.

Pengawas Perikanan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Surat Masuk

2 SOP Surat Keluar

3 SOP Penyidikan TPP
4

5

1

N OO WN

9

Buku Register
Laptop

Printer

Alat Komunikasi
ATK

Kamera

Alat Ukur
Dokumen

Tracking VMS

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika dokumen perizinan tidak lengkap maka SPB tidak dapat diproses

Daftar dan Buku Kontrol Dokumen




Pelaksana Mutu Baku
: Kasi Pengawasan | KABID Perikanan
No. K t 5 : i
° egiasan z»:”Ma_“vM.mE Admin MM__..“MM:“MM Sumberdaya KP | Budidaya, PDSKp | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput D
5 (PSDKP) dan PSDKP
Dokumen Syarat 5 menit = - :
Melaporkan rencana keberangkatan A nl\, Administrasi M m:iom%%hm.wmwc registrasi permohonan keterangan
L Mwwaﬂ“ﬂ”wwﬂmﬂ.ﬂ MMMMnﬁmﬂm:mmimm 2. Menyerahkan dokumen perizinan perikanan (syarat
Perikanan administrasi pengurusan keterangan pengganti SLO)
Dokumen Syarat 30 menit |Dokumen Syarat (1. Pengecekan keaktifan transmitter VMS untuk kapal >
Administrasi dan form Administrasi dan 30GT
HPK Keberangkatan form HPK 2. Surat Keterangan Pengganti SLO diberikan untuk
Keberangkatan kapal yang tidak akan melakukan kegiatan perikanan
Leb ) Mmmwm_” perikanan yang baru dib
ok sl :mqma_zmﬂ b. kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan
VMS (cek terpantau atau tidak), _ | e
_ﬂumrw_WNMZQMMmHMh“NHHﬁwa = u c. kapal perikanan yang akan melakukan dockin
2 xMcmS: katan dan apabila VMS E d. kapal perikanan yang berlayar dalam batas wilayah
tidak ter mm:ﬁc en mw:m: kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
keteran vm: m:v mwz_wro e. kapal perikanan yang berlayar untuk memberikan
ditan ms_Amﬂ awm dokumen pertolongan kepada kapal lain yang dalam bahaya;
a?m%mmzxm: f. kapal perikanan yang akan melakukan percobaan
berlayar; dan/atau
g. kapal perikanan yang mengalami keadaan darurat
meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak kapal sakit
atau meninggal.
Dokumen Syarat 60 Menit |Berita Acara HPK
Administrasi Berangkat
Melaksanakan pemeriksaan s ; o
persyaratan adminstrasi dan E No__mcs..%: persyaratan administrasi yang di validasi
kelayakan teknis serta Hasil . M__ﬂr__\m._xn_ ok
Mm:,__wﬂ_xmmm: m.aa__:_&mmm_ danteknis _ _ =l | __ _ |V_ _ b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan
a_ﬂ_vwxm_mmzwﬂwﬂm_ wwwmﬁm”wws fisik E:V._ ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
kapal, namun ﬂw_m ditemukan indikasi ¢.SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah
m__.w_:. aran maka dilaporkan ke melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan
e - e E d. kesesuaian pelabuhan pangkalan, bongkar, muat dan
Kepala dinas dan bila terdapat Singoah dengan SIP
%MM%»_"MHMM NMMH%M makaberkas e. periksa dokumen atau surat yang berkaitan selain dg
nahkoda/pemilik/pengurus kapal kegiatan penangkapan ikan ;
untuk dilengkapi
Keterangan Pengganti |15 Menit |Keterangan
Surat Laik Operasi Pengganti Surat
Menerima surat keterangan SLO Laik Operadi (SLO
3 pengganti SLO Kapal Perikanan D/ (SLO) P (SLO)




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

049/- SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

06 g 2022

2 — yss

Tanggal Efektif

8 June 2022 - .

Disahkan oleh

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

utah dan Perikanan

Kepala Dinas Ke

Ru

)/ 196807121524057020

Tgapast fangkatan Kapal Perikanan
(Petayanan-Penerbitan SLO)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasional Kapal Perikanan
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/DJ-PSDKP/2017 tentang Pedoman

Standar Pelayan Di Bidang Pengawasan Perikanan

1. Pengawas Perikanan

Peralatan/perlengkapan

Keterkaitan
1 SOP Surat Masuk 1 Buku Register
2 SOP Surat Keluar 2 Laptop
3 SOP Operasional Kapal Pengawas 3 Printer
4 4 Alat Komunikasi
5 5 ATK
6 Kamera
7 Dokumen
8 Alat Ukur
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika dokumen perizinan tidak lengkap maka SLO tidak dapat diproses

Daftar dan Buku Kontrol Dokumen




No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Nahkoda/Pengur
us Kapal

Pengawas Perikanan

Kasi Pengawasan
Sumberdaya KP
(PSDKP)

KABID Perikanan
Budidaya, PDSKp
dan PSDKP

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Melaporkan rencana keberangkatan
dan menyerahkan dokumen
permohonan SLO kepada Pengawas
Perikanan

-

Dokumen Syarat
Administrasi

S menit

menyerahkan dokumen perizinan perikanan (syarat
administrasi pengurusan SLO)

Melaksanakan pemeriksaan
persyaratan adminstrasi dan
kelayakan teknis serta Hasil
pemeriksaan administrasi dan teknis
k. Apabila sesui selanjutnya
dilaksanakan pemerikasaan fisik
kapal, namun bila ditemukan indikasi
pelanggaran maka dilaporkan ke
Kepala Dinas dan bila terdapat
kekurangan dokumen maka berkas
dikembalikan kepada
nahkoda/pemilik/pengurus kapal
untuk dilengkapi

TIDAK

[ ]

INDIKASITPP

L]

Dokumen Syarat
Administrasi

90 menit

Berita Acara HPK
Berangkat

Dokumen persyaratan administrasi yang di validasi
meliputi:

a. SIPI/SIKPI asli;

b. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah
melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan

c¢. kesesuaian pelabuhan pangkalan, bongkar, muat dan
singgah dengan SIPI.

d. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan
atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan
domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah
(kapal Pengangkut);

e. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut
dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah,
atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk
kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan

f. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk
konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan
ekspor (kapal Pengangkut).

kemudian memeriksa dan meneliti kelengkapan serta
masa berlaku dokumen, jika telah sesuai dilanjutkan
pemeriksaan fisik kapal

Pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik di atas kapal
meliputi : (nomor seri mesin utama, tanda selar, call
sign, keaktifan VMS, kesesuaian jenis dan ukuran alat
penangkapan ikan dengan SIPI keaktifan CCTV,
kemudian menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam
Form HPK Keberangkatan

Menerbitkan Lembar SLO Kapal
Perikanan

Surat Laik Operasi
(SLO)

15 Menit

Surat Laik Operasi
(SLO)




Nomor SOP 050/- SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan 06 June 2022
Tanggal Revisi -2 \.‘,‘,@,& DA ~

Tanggal Efektif

Y

Disahkan oleh Perikanan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ana Kelautan dan

gt
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Foin TR

|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009 1. Pengawas Perikanan

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 SOP Surat Masuk 1 Buku Register

2 SOP Surat Keluar 2 Laptop

3 SOP Tindak Pidana Perikanan 3 Printer

4 SOP Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan 4 Alat Komunikasi

5 5 ATK
6 Kamera
7 SK Panitia Forum Koordinasi Lingkup UPT
8 Berkas Arsip Data TPP

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika proses ini tidak dilaksanakan akan menghambat kelancaran tugas Tim Pengukuran Kinerja Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan ke atasan

Surat Masuk dan Data Penyidikan TPKP




Pelaksana Mutu Baku
. KABID Perikanan Kasi Pengawasan
e Keglatan Kepala Dinas | Budidaya, PDSKp | Sumberdaya KP MM”MMMH Kelengkapan Waktu Output Ketarangan
dan PSDKP (PSDKP)
Menerima, membaca, dan Surat 10 menit |disposisi surat
mendisposisikan laporan kejadian (LK)
1 |tindak pidana kelautan dan perikanan
(TPKP) dari UPT/Satwas/Dinas
KP/Instansi lain ]
W Disposisi Surat 10 menit  |disposisi surat
Menerima, mempelajari disposisi dan
memerintahkan Analis Hasil
2 [Penanganan Pelanggaran (PP) untuk
melaksanakan analisis terhadap data
TPKP
] o Disposisi Surat 120 Menit |disposisi surat,
Emsm_‘_.im. membaca, mempelajari S bahan/data dukung
3 disposisi LK, mengumpulkan kasus TPKP
bahan/data dukung kasus TPKP,
membuat telaah/analisis data TPKP
disposisi surat, 60 Menit  [konsep hasil
W bahan/data dukung telaah/analisis kasus
4 |Mengetik konsep hasil telaah/analisis _ _ ||_|||||||_ kasus TPKP
data TPKP
konsep hasil 60 menit
Membaca dan mengkoreksi konsep telaah/analisis data telaah/analisis kasus
5 »
telaah/ analisis data TPKP
konsep hasil 60 Menit |Hasil telaah/ analisis
. telaah/analisis kasus data TPKP
Membaca dan mengkoreksi konsep
telaah/ analisis hukum kasus TPKP. <
6 ! ) .
Menerima laporan final hasil
telaah/analsis data TPKP
Mengirim laporan ke Kepala Dinas dan Hasil telaah/ analisis 10 Menit |Arsip telaah/
7 |Mengarsipkan hasil telaah/analisis data VD kasus TPKP analisis kasus
TPKP TPKP




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 051/- SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan 06 June 2022

e

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP Y

n Perikanan

1 nozmsmrmvms lkan yang

ris gk (Destrudtive Fishing)

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009

2 UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun
3 PerMen KP No. 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

4 Permen KP No. 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasional Kapal Perikanan

1. Pengawas Perikanan

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Surat Masuk 1 Buku Register

2 SOP Surat Keluar 2 Laptop

3 SOP Pengawasan Kapal Perikanan 3 Printer

4 SOP Pengawasan Kawasan Konservasi 4 Alat Komunikasi

5  SOP Pengawasan lkan yang Dilindungi 5 ATK

6  SOP Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil 6 Kamera

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan selama 1-3 hari kerja

Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan ke atasan
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No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Dinas

KABID Perikanan
Budidaya, PDSKp
dan PSDKP

Kasi Pengawasan
Sumberdaya KP
(PSDKP)

Pengawas
Perikanan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Memerintahkan KABID Perikanan
Budidaya, PDSKP dan PSDKP untuk
melakukan pengawasan kegiatan
penangkapan ikan yang merusak
(Destructive Fishing)

DPA APBD, Laporan
Masyarakat

10 menit

Disposisi

Mengarahkan dan memerintahkan
Kasi PSDKP untuk melakukan
koordinasi dengan instansi terkait
untuk bersama-sama melaksanakan
pengawasan kegiatan penangkapan
ikan yang merusak (Destructive
Fishing)

Disposisi

10 menit

Arahan

Menunjuk pengawas perikanan dan
memberikan arahan untuk
melaksanakan pengawasan kegiatan
penangkapan ikan yang merusak
(Destructive Fishing)

Y

Disposisi

10 Menit

SPT dan Arahan

KASI PSDKP beserta Pengawas
Perikanan melaksanakan
pengawasan kegiatan penangkapan
ikan yang merusak (Destructive
Fishing) dengan melibatkan instansi
terkait

SPT, Form Pengawasan

3 Hari

Draft Laporan

Tahapan Pelaksanaan :

1. Kegiatan Patroli daerah rawan kegiatan
DF

2. Melakukan pemeriksaan yaitu alat
tangkap dan alat bantu penangkapan ikan di
kapal perikanan, memeriksa jenis dan
kondisi fisik ikan hasil tangkapan dan
mendokumentasikan serta mencatat lokasi
kejadian

3. Melakukan analisis singkat terhadap hasil
pemeriksaan

KABID menerima, mengoreksi draft
laporan dan kemudian melaporkan
kepada KADIS

A

Draft laporan

60 menit

Laporan hasil
pengawasan

Mempelajari laporan pengawasan
kegiatan penangkapan ikan yang
merusak (Destructive Fishing) dan
memberikan kebijakan apabila
diperlukan, lalu mengarsipkannya

Laporan

10 menit

Arsip Laporan




Nomor SOP 052/- SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan 06:June 2022
Tanggal Revisi ZAD T L

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Disahkan oleh

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009

2. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun
3. PerMen KP No. 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

4. PerDirien PSDKP No. 11/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan

1.

Pengawas Perikanan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Surat Masuk 1 Buku Register
2 SOP Surat Keluar 2 Laptop
3 SOP Pengawasan Kawasan Konservasi 3 Printer
4 SOP Pengawasan lkan yang Dilindungi 4 Alat Komunikasi
5  SOP Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil 5 ATK
6 Kamera
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan selama 1-3 hari kerja

Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan ke atasan
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Pelaksana Mutu Baku
" KABID Perikanan Kasi Pengawasan
e negetan Kepala Dinas Budidaya, PDSKp Sumberdaya KP WMHWMH_M Kelengkapan Waktu Qutput Reterangan
dan PSDKP (PSDKP)
Memerintahkan KABID Perikanan _,O\_MM\M.M_WAM Laparan 19t | Rieposs]
1 Budidaya, PDSKP dan PSDKP untuk
melakukan pengawasan kawasan
konservasi perairan ]
Mengarahkan dan memerintahkan v Disposisi 10 menit | Arahan
Kasi PSDKP untuk melakukan
koordinasi dengan instansi terkait
2
untuk bersama-sama melaksanakan
pengawasan kawasan konservasi
perairan
Menunjuk pengawas perikanan dan R Disposisi 10 Menit |SPT dan Arahan
3 memberikan arahan untuk |
melaksanakan pengawasan kawasan
konservasi perairan
SPT, Form Pengawasan |3 Hari Draft Laporan Tahapan Pelaksanaan :
Y. 1. Kegiatan Patroli di kawasan konservasi
2. Melakukan pemeriksaan yaitu
KASI PSDKP beserta Pengawas kesesuaian izin pemanfaatan kawasan
Perikanan melaksanakan konservasi perairan dan masa berlakunya,
4 |pengawasan kawasan konservasi Kesesuaian sarana dan prasarana yang
perairan dengan melibatkan instansi digunakan, kesesuaian izin dengan
terkait pelaksanaan kegiatan dan kondisi
lingkungan kawasan konservasi perairan
3. Melakukan analisis singkat terhadap hasil
pemeriksaan
KABID menerima, mengoreksi draft Draft laporan 60 menit |Laporan hasil
5 |laporan dan kemudian melaporkan & pengawasan
kepada KADIS
Laporan 10 menit |Arsip Laporan
Mempelajari laporan pengawasan
6 kawasan konservasi perairan dan

memberikan kebijakan apabila
diperlukan, lalu mengarsipkannya




Nomor SOP 053/- SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan 06 June 2022
Tanggal Revisi T ATA

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009 1. Pengawas Perikanan

2. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun
3. PerMen KP No. 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. PerDirien PSDKP No. 11/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Surat Masuk 1 Buku Register
2 SOP Surat Keluar 2 Laptop
3 SOP Pengawasan Destructive Fishing (DF) 3 Printer
4 Alat Komunikasi
5 ATK
6 Kamera
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan selama 1-3 hari kerja Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan ke atasan




Pelaksana Mutu Baku
KABID Perikanan Kasi Pengawasan
Ne. Keglatn Kepala Dinas Budidaya, PDSKp Sumberdaya KP WMHMMNMM Kelengkapan Waktu Output Keterangan
dan PSDKP (PSDKP)
Memerintahkan KABID Perikanan _,o\_wwwﬂmwﬁ. Leperan’ {34 menk {Rissosts)

1 Budidaya, PDSKP dan PSDKP untuk
melakukan pengawasan Pemanfaatan
Jenis lkan yang Dilindungi ]

Mengarahkan dan memerintahkan ¥ Biseosis: i9.mentt | franan
Kasi PSDKP untuk melakukan
koordinasi dengan instansi terkait

2
untuk bersama-sama melaksanakan
pengawasan Pemanfaatan Jenis lkan
yang Dilindungi
Menunjuk pengawas perikanan dan Disposisi 10 Menit |SPT dan Arahan
memberikan arahan untuk >

3 |melaksanakan pengawasan
Pemanfaatan Jenis Ikan yang

SPT, Form Pengawasan |3 Hari Draft Laporan Tahapan Pelaksanaan :
A 4 1. Kegiatan Patroli daerah rawan kegiatan
HH_Ill_“HU Pemanfaatan Jenis |kan yang Dilindungi
2. Melakukan pemeriksaan yaitu
Kesesuaian dokumen dengan kegiatan
KAS| PSDKP beserta Pengawas Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi,
Perikanan melaksanakan Muatan kapal, Tempat pelelangan ikan,
4 |pengawasan Pemanfaatan Jenis lkan Gudang penyimpanan ikan, Memeriksa
yang Dilindungi dengan melibatkan jumlah, ukuran, jenis dan bagian tubuh ikan
instansi terkait atau produk turunannya,
Mendokumentasikan dan mencatat lokasi
kejadian
3. Melakukan analisis singkat terhadap hasil
pemeriksaan

KABID menerima, mengoreksi draft Draft laporan 60 menit [Laporan hasil

5 |laporan dan kemudian melaporkan & pangawasdn

kepada KADIS
Laporan 10 menit [Arsip Laporan
Mempelajari laporan pengawasan
Pemanfaatan Jenis Ikan yang <
6 |Dilindungi dan memberikan kebijakan

apabila diperlukan, lalu
mengarsipkannya




Nomor SOP 054/- SOP/DKP - |

Tanggal Pembuatan 06-June 2022

N,
g

Tanggal Revisi “Ja =

>
|

Tanggal Efektif |06 ung 2022

Disahkan oleh

‘J n Perikanan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009 1. Pengawas Perikanan

2. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun
3. Keputusan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 58/DJ-PSDKP/2011 tentang Pengawasan Ekosistem

Perairan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Surat Masuk 1 Buku Register
2 SOP Surat Keluar 2 Laptop
3 SOP Pengawasan Kawasan Konservasi 3 Printer

4 Alat Komunikasi

5 ATK

6 Kamera

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan selama 1-3 hari kerja Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan ke atasan




No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Dinas

KABID Perikanan
Budidaya, PDSKp
dan PSDKP

Kasi Pengawasan
Sumberdaya KP
(PSDKP)

Pengawas
Perikanan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Memerintahkan KABID Perikanan
Budidaya, PDSKP dan PSDKP untuk
melakukan pengawasan Pemanfaatan
mangrove dan terumbu karang

DPA APBD, Laporan
Masyarakat

10 menit

Disposisi

Mengarahkan dan memerintahkan Kasi
PSDKP untuk melakukan koordinasi
dengan instansi terkait untuk bersama-
sama melaksanakan pengawasan
Pemanfaatan mangrove dan terumbu
karang

Disposisi

10 menit

Arahan

Menunjuk pengawas perikanan dan
memberikan arahan untuk
melaksanakan pengawasan
Pemanfaatan mangrove dan terumbu
karang

Disposisi

10 Menit

SPT dan Arahan

KAS| PSDKP beserta Pengawas
Perikanan melaksanakan pengawasan
Pemanfaatan mangrove dan terumbu
karang dengan melibatkan instansi
terkait

SPT, Form Pengawasan

3 Hari

Draft Laporan

Tahapan Pelaksanaan :

1. Kegiatan Patroli di lokasi Pemanfaatan
mangrove dan terumbu karang

2. Melakukan pemeriksaan yaitu |zin
pemanfaatan mangrove dan terumbu
karang, sarana dan prasarana yang
digunakan dan metode dan cara
pengambilan

3. Kondisi lingkungan perairan

pemeriksaan

KABID menerima, mengoreksi draft
laporan dan kemudian melaporkan
kepada KADIS

AN

Draft laporan

60 menit

Laporan hasil
pengawasan

Mempelajari laporan pengawasan
Pemanfaatan mangrove dan terumbu
karang dan memberikan kebijakan
apabila diperlukan, lalu
mengarsipkannya

N

Laporan

10 menit

Arsip Laporan

4. Melakukan analisis singkat terhadap hasil




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

055/-SOP/DKP-|

Tanggal Pembuatan

06 June 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran
2 Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/DJ-PSDKP/2017 tentang Pedoman

Standar Pelayan Di Bidang Pengawasan Perikanan

1. Operator Speedboat/Motoris
2. ABK
3. Mekanik

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Sumber Daya Manusia
2 Saranadan/atau Prasarana
3 Standar Operasional Prosedur

1 Life Jakcket

GPS

Handy Talky
Echosounder
Senter
Perlengkapan P3K

7 APAR

DB WN

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan selama 1-3 hari kerja;
Mengenakan seragam pengawas perikanan lengkap dengan atributnya dan membawa surat tugas;
Pastikan semua perlengapan sudah lengkap, dapat digunakan dan sesuai standar
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Pelaksana

Mutu Baku

KABID Perikanan

Kasi Pengawasan

2 iata Motoris, ABK, dan
No Reglatan Kepala Dinas Budidaya, PDSKp Sumberdaya KP - _smxw:mx Kelengkapan Waktu Output bl L
dan PSDKP (PSDKP)
SPT, SPPD 10 menit |SPT, SPPD
1 Zm:mm_cmﬂxm: mramﬁ tugas sesuai A v
dengan disposisi
Form Laporan 10 menit [Laporan Tahapan Pelaksanaan :
4 kelengkapan dan kondisi kelengkapan dan 1. Pengecekan kondisi mesin
speedboat kondisi speedboat |2. Kondisi fisik speedboat
Motoris, ABK , dan Mekanik Speed 3. Retemsecisan Bbm
isi 4. Perlengkapan keselamatan penumpang
2 |boat mengecek kondisi dan g . .
kelsriakanar peralatan 5. Persediaan air bersih
gKapan p 6. Ketersedian P3K
7. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
Form Laporan kondisi 10 Menit |Laporan kondisi
Motoris melaporkan kondisi gelombang dan cuaca gelombang dan
3 |gelombang dan cuaca kepada selama berlayar cuaca selama
pimpinan berlayar
Manifest Penumpang 10 menit |Manifest Tahapan Pelaksanaan :
) Penumpang 1. Penumpang tidak melebihi kapasitas
4 ABK memastikan kondisi speed boat _ _ 2. Pengecekan kondisi mesin dan genset

selama berlayar

alat pendingin (AC) secara berkala selama
perjalanan




